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masyarakat melalui pembelajaran jaminan kesehatan yang
sebelumnya pernah ada dan dampak transformasi jaminan kesehatan
terhadap kepuasan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.
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PROLOG

Buku bunga rampai “Jaminan Kesehatan Nasional dan
Transformasi Jaminan Sosial” ini terdiri dari tiga bagian. Bagian
pertama membahas kajian teoretis mengenai transformasi jaminan
sosial melalui dua tulisan. Bagian kedua lebih memfokuskan pada
ketersediaan obat berdasarkan kajian di lapangan hasil penelitian
di dua kota di Indonesia di awal pelaksanaan Jaminan Kesehatan
Nasional. Sedangkan bagian ketiga mengangkat persepsi masyarakat
melalui pembelajaran jaminan kesehatan yang sebelumnya pernah
ada dan dampak transformasi jaminan kesehatan terhadap kepuasan
masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Bagian pertama diawali oleh tulisan Ujianto Singgih yang membuka
wawasan bahwa pembangunan sosial bukan lagi menjadi pilihan
tetapi keharusan. Melalui tulisan “Dari S]SN ke BP]S: Peta Jalan Menuju
Ketahanan Sosial Masyarakat”, penulis berargumen bahwa keharusan
tersebut muncul dikarenakan kondisi saat ini ketika masih ada sebagian
warga negara yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara
mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan. Pembangunan ekonomi
harus diselaraskan dengan pembangunan sosial.

Dua pasal dan beberapa ayat dari UUD 1945 yang menjadi dasar
bagi mayoritas penulis dalam buku adalah untuk memperlihatkan
bahwa perwujudan sistem perlindungan dan jaminan sosial
merupakan perintah UUD 1945. Pasal 34 UUD 1945 ayat (2)
menyebutkan, bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan
sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang
lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan,”
dan ketentuan pada ayat (4) menyebutkan, bahwa “Ketentuan lebih
lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”.
Pada bagian lainnya, yaitu Bab Hak Asasi Manusia Pasal 28H ayat
(3) UUD 1945 juga menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas
jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara
utuh sebagai manusia yang bermartabat.”
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Prolog

Perjalanan transformasi jaminan sosial hingga saat ini sangatlah
panjang, terjal, dan berliku. Tonggak bersejarah yang telah dibangun
sepanjang perjalanan transformasi jaminan sosial Indonesia
dimulai sejak amandemen UUD 1945 yang ditindaklanjuti dengan
ditetapkannya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional pada 19 Oktober 2004. Selanjutnya, Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mencantumkan pembangunan
jaminan sosial secara eksplisit mulai RPJM kedua, ketiga, dan keempat.

Tulisan kedua dari Hartini Retnaningsih  kembali
menitikberatkan pada pentingnya permasalahan sosial, terutama
masalah kesehatan, untuk menjadi perhatian negara. Sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari kesejahteraan masyarakat, maka
idealnya kondisi kesehatan masyarakat yang baik akan menjadi
cermin Kesejahteraan masyarakat yang baik pula. Tulisan dengan
judul “BPJS Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat (Sebuah
Analisis Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional di
Indonesia)” menekankan arti penting kesehatan masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan.

Selain merupakan hak asasi manusia, setiap orang juga memiliki
hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) sehingga berhak untuk
menjalani hidup yang sehat. Hak-hak Ekosob tersebut tentu saja
tidak serta-merta selalu tersedia, sehingga negara sebagai otoritas
tertinggi harus senantiasa berupaya menyediakan fasilitas bagi
warganya untuk memenuhi hak-hak tersebut.

Idealnya setiap negara memiliki sistem jaminan kesehatan
nasionaluntukwarganya. Dalam halini sistem jaminan sosial nasional
merupakan kunci utama bagi upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Hubungan antara Program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) dan Kkesejahteraan masyarakat, dikaji dalam tulisan ini
terutama mengingat telah diberlakukannya UU No. 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan UU NO. 24
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).
Jika UU SJSN dan UU BPJS diimplementasikan dengan baik, maka JKN
akan membawa dampak positif dalam peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Dengan demikian, JKN seharusnya mempunyai korelasi
dan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagian kedua buku, yang memfokuskan pada manajemen
ketersediaan obat dimulai dengan tulisan Tri Rini Puji Lestari
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Prolog

dengan judul “Kebijakan Penyediaan Obat di Era Jaminan Kesehatan
Nasional”. Penulis secara umum berpendapat bahwa ada beberapa
kendala penerapan kebijakan penyediaan obat ketika JKN mulai
diberlakukan yang masih ditemui di lapangan. Untuk itu, perlu
dipahami terlebih dahulu kebijakan obat nasional, kebijakan
penyediaan obat di era JKN dan faktor-faktor yang memengaruhi
keberhasilan kebijakan tersebut. Penulis mencoba mengangkat
berbagai permasalahan dan solusi seputar kebijakan penyediaan
obat melalui metode deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan
studi pustaka.

Kebijakan Obat Nasional menjadi salah satu bahasan
dalam tulisan ketiga ini dengan berbagai dasar kebijakan yang
menyertainya. Konsep penyediaan daftar dan harga obat dalam SJSN
mengedepankan konsep keamanan, efisiensi dan hemat biaya (cost
effective) melalui sistem INA-CBG (/ndonesian Case Base Groups)
rumah sakit sebagai penyedia layanan akan memberikan obat sesuai
dengan penyakit yang diderita pasien. Sehingga farmasi tidak bisa
menyediakan obat tanpa ada rincian yang jelas. Guna meningkatkan
ketersediaan obat dalam mendukung keselamatan pasien di era JKN,
digunakan tiga instrumen yaitu formularium nasional, e-catalogue,
dan standar pelayanan kefarmasian.

Tulisan kedua dari Rahmi Yuningsih memperkuat argumen
yang disampaikan penulis sebelumnya melalui tulisan dengan judul
“Analisis Pengadaan Obat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pada
Awal Jaminan Kesehatan Nasional”. Dalam pelaksanaan JKN, obat
merupakan salah satu pelayanan yang sangat dibutuhkan sehingga
ketersediaannya harus dijamin oleh pemerintah. Obat tidak hanya
digunakan dalam pelayanan pengobatan atau kuratif saja tetapi juga
dalam seluruh aspek upaya kesehatan yang mencakup promotif,
preventif, dan rehabilitatif sehingga ketersediaan obat harus selalu
diupayakan pada saat dibutuhkan.

Penulis mengelaborasi temuan di lapangan terkait dengan
ketersediaan obat di Kota Banda Aceh dan Kota Jayapura. Kota Banda
Aceh telah melaksanakan sosialisasi penggunaan E-catalogue dan
e-purchasing sebagai bagian dari pengadaan obat secara nasional
sejak 2013. Sedangkan di Kota Jayapura, dengan diberlakukannya
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, pengelolaan obat, termasuk
alat kesehatan, dilaksanakan satu pintu di Instalasi Farmasi.
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Prolog

Bagian ketiga buku bunga rampai berbicara secara umum
mengenai pelaksanaan JKN sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan
berbagai jaminan kesehatan sebelumnya dan dampaknya bagi
masyarakat. Secara khusus tulisan Yulia Indahri berupaya
menjelaskan bentuk jaminan kesehatan yang sudah bersifat
universal yang berlaku di Banda Aceh jauh sebelum JKN dijadikan
program nasional. Melalui tulisan dengan judul “Pembelajaran dari
Pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Aceh”, penulis melihat keinginan
serius dari Pemerintah Daerah Provinsi Aceh untuk memberikan
perlindungan kepada warganya secara menyeluruh sejak tahun
2010. Ketika JKN mulai diberlakukan, pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada masyarakat Aceh tidak mengalami perubahan yang
berarti, walaupun tetap ada sedikit kebingungan dari pihak pengelola
pelayanan kesehatan terhadap mekanisme pelaksanaan, terutama
untuk penerapan INA-CBG.

Kajian terakhiroleh Sulis Winurini adalah mengenai pelaksanaan
JKN dari sudut pandang peserta BPJS Kesehatan Eks Askes. Bagi
peserta, terutama mereka yang pernah menggunakan program
jaminan kesehatan sebelum BPJS Kesehatan, perubahan-perubahan
di dalam BP]S Kesehatan akan menjadi pengalaman baru sekaligus
menjadi stimulus dalam proses evaluasi atas layanan kesehatan
yang diterima.

Kajian yang berjudul “Tranformasi PT Askes (Persero) menjadi
BPJS Kesehatan dan Dampaknya pada Kepuasan Peserta BPJS
Kesehatan Eks Askes” merupakan kajian terhadap lima narasumber
berdasarkan teori kepuasan pelanggan. Bagi BP]S Kesehatan,
kepuasan peserta termasuk hal yang utama dan memiliki bobot
dalam sasaran pencapaian kinerja. Sebagaimana disebutkan Road
Map JKN BPJS Kesehatan Tahun 2014-2019, salah satu sasaran BP]S
Kesehatan adalah peserta yang menyatakan puas terhadap layanan
BPJS Kesehatan dan layanan fasilitas kesehatan yang dikontrak BPJS
Kesehatan paling sedikit ada sebanyak 75 persen di tahun 2014,
sementara di tahun 2019, paling sedikit ada sebanyak 85 persen.

Pada praktiknya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa
pelaksanaan program JKN BP]S Kesehatan banyak dikeluhkan oleh
sebagian peserta, khususnya peserta yang dulunya menggunakan
Askes. Dampak transformasi PT Askes (Persero) menjadi BPJS
Kesehatan terhadap kepuasan peserta eks Askes menjadi inti dari

viii



Prolog

tulisan terakhir yang diharapkan dapat terus memotivasi pembaca
buku ini untuk terus mengkritisi pelaksanaan JKN dan pelaksanaan
jaminan sosial lainnya, seperti jaminan kecelakaan kerja, jaminan
hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Semoga buku ini
dapat memperkaya khazanah pemahaman pembaca.

Jakarta, September 2014
Penyunting,
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DARI SJSN KE BP]JS:
PETA JALAN MENUJU KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT

oleh: Ujianto Singgih*

BABI
PENDAHULUAN

Pilihan strategi pertumbuhan ekonomi dalam proses
pembangunan yang telah berlangsung sejak rezim Orde Baru
dan tidak mengalami perubahan pada masa reformasi, memang
telah menciptakan perubahan yang cukup besar. Berbagai bentuk
kemajuan secara fisik dapat kita amati seperti perkembangan kota,
pembangunan daerah-daerah industri baru, serta meningkatnya
mobilitas penduduk yang ditandai dengan semakin modern dan
beragamnya sistem transportasi, dan penggunaan teknologi
informasi yang semakin canggih. Krisis ekonomi yang terjadi pada
pertengahan tahun 1998 dan berulang pada tahun 2008 tidak
membuat pemerintah mengoreksi strategi pembangunan yang terus
berorientasi pertumbuhan ekonomi.

Berbagai perubahan yang terjadi telah membawa bangsa
Indonesia ke arah kemakmuran, meski tidak dinikmati secara
merata oleh seluruh rakyat. Sebagian di antara mereka justru
termarginalkan akibat dari pesatnya pembangunan tersebut.
Akibatnya, terdapat anggapan bahwa pembangunan hanya untuk
kelompok elit dan orang-orang yang berkuasa saja. Sementara itu,
banyak masyarakat kecil hanya merasakan sedikit kenikmatan, itu
pun sifatnya sesaat karena masyarakat kecil harus berjuang untuk
terus hidup dengan menyesuaikan dirinya terhadap perubahan yang
demikian cepat. Oleh karena itu, agar kesejahteraan sosial sebagai

Peneliti Bidang Studi Masyarakat dan Sosiologi Perkotaan di Pusat
Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. e-mail:
ujiantosinggihpr@yahoo.com.
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hasil pembangunan dapat diwujudkan, maka pembangunan ekonomi
perlu diselaraskan dengan pembangunan sosial. Pembangunan
sosial ini dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945),
melalui redistribusi hasil-hasil pembangunan yang diwujudkan
dalam kegiatan penanganan masalah-masalah sosial terutama bagi
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Pembangunan sosial bukan lagi menjadi pilihan, tetapi
sesuatu hal yang harus dilaksanakan, mengingat kondisi saat ini
menunjukkan bahwa ada sebagian warga negara yang belum dapat
memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri dan hidup dalam
kondisi kemiskinan, yang memiliki keterbatasan kemampuan dalam
mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar serta tidak dapat
menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pelayanan
sosial dasar yang terbatas diakses antara lain adalah kesehatan,
pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya.
Selain itu, belum ada suatu sistem pelindungan dan jaminan sosial
yang terintegrasi untuk melindungi dan memberikan jaminan sosial
bagi seluruh penduduk terutama penduduk yang miskin dan rentan.

Mewujudkan sistem pelindungan dan jaminan sosial merupakan
perintah UUD 1945 sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 34 UUD
1945 ayat (2) yang menyebutkan, bahwa “Negara mengembangkan
sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat
kemanusiaan,” dan ketentuan pada ayat (4) menyebutkan, bahwa
“Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam
undang-undang”. Pada bagian lainnya, yaitu Bab Hak Asasi Manusia
Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 juga menyebutkan bahwa "Setiap orang
berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan
dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.”

Ketentuan inilah yang pada awalnya mendasari Pemerintah
dan DPR RI membahas Rancangan Undang-Undang tentang Jaminan
Sosial Nasional yang saat itu diharapkan dapat menjadi instrumen
sistem jaminan sosial untuk menciptakan suatu tatanan sosial yang
menjunjung tinggi hak asasi manusia, berkeadilan, persamaan
untuk mendapat perlakuan di segala bidang. Lampert menyatakan,
bahwa fungsi dari tatanan sosial ialah menjaga agar manusia dalam
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kapasitasnya sebagai sumber daya, sebagai suatu faktor produksi dalam
perekonomian, tidak dianggap sebagai alat semata dan menjaga hak-
hak individu agar dilindungi dan dijunjung tinggi dalam semua kegiatan
ekonomi.! Hak-hak tersebut merupakan hak asasi yang dimiliki oleh
setiap orang, misalnya hak mendapat pelayanan kesehatan, hak untuk
mendapat pendidikan, hak untuk hidup layak, hak untuk mendapat
pekerjaan yang layak, hak untuk dihargai sebagai manusia, hak untuk
mengembangkan diri dan sebagainya. Di negara-negara maju terutama
di negara-negara welfare state, jaminan sosial merupakan bagian dari
tanggung jawab negara terhadap seluruh warganya, yang dibentuk
untuk mengurangi risiko yang harus diterima oleh masyarakat akibat
dari kegiatan pembangunan. Setelah pemerintah dan DPR bersama-
sama membahasnya, pada tanggal 28 September 2004 Undang-Undang
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN), yang di dalamnya
mengatur juga Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) disetujui dalam
Rapat Pleno DPR untuk diundangkan.?

Setelah tiga bulan UU SJSN diundangkan, UU SJSN ini diuji
materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena badan penyelenggara
yang ditetapkan dalam UU yang kemudian diberi Nomor 40 Tahun
2004 dianggap monopolistik Pemerintah.* MK pada tanggal 31
Agustus 2005 memutuskan uji materi UU SJSN dengan memperkuat

X H. Lampert, J. Althammr, Luhrbuch der Sozialpolitik (Berlin: Springer-Verlag,
2007), him. 154.

2 Pada tanggal 19 Oktober 2004, Presiden Megawati mengundangkan UU SJSN ini
dengan upacara khusus yang dihadiri menteri-menteri terkait dan anggota inti
Tim SJSN. Penempatan UU SJSN dalam Lembaran Negara dengan upacara spesial
tersebut bukan tanpa alasan. Tidak banyak pejabat publik yang mengetahui
bahwa UU SJSN merupakan inti dari suatu tujuan dibentuknya Indonesia dan
merupakan penjabaran Pasal 34 UUD 45 hasil Amandemen Keempat Tahun
2002. Selain itu, Presiden Megawati yang mempunyai kepedulian tinggi
terwujudnya sebuah sistem jaminan sosial secara simbolik ingin menyatakan
bahwa UU SJSN merupakan kado perpisahan beliau dengan rakyat, karena pada
hari itu juga beliau meninggalkan Istana.

Menurut Rejda (2003) penyelenggaraan jaminan sosial umumnya merupakan
monopoli Pemerintah. Di Amerika yang sangat kapitalis dan anti-monopoli,
penyelenggaraan sistem jaminan sosial yang diberinama OASDHI (old age,
survivor, disability and health insurance) -yang dimulai tahun 1935- tetap masih
diselenggarakan oleh Pemerintah Federal. Sayangnya di Indonesia tidak banyak
akademisi, pejabat publik, tokoh masyarakat, dunia usaha, politisi, maupun
pengamat publik yang memahami konsep jaminan sosial dan penyelenggaraannya.
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UU SJSN karena keputusan MK menyatakan, bahwa ke-empat BJPS
sah sebagai badan penyelenggara tingkat nasional dan UU S]SN telah
memenuhi amanat UUD 45. Dalam sebuah sistem jaminan sosial,
termasuk Jaminan Kesehatan Nasional, yang terpenting adalah
bagaimana manfaat jaminan kesehatan itu dapat diterima seluruh
rakyat dengan kualitas dan kuantitas yang memadai.

Konsep Jaminan atau Asuransi Kesehatan Nasional (JKN)
pertama kali dicetuskan di Inggris pada tahun 1911 yang didasarkan
pada mekanisme asuransi kesehatan sosial yang pertama kali
diselenggarakan di Jerman tahun 1883. Setelah itu banyak negara
lain menyelenggarakan JKN seperti Kanada yang melaksanakannya
tahun 1961, Taiwan tahun 1995, Filipina tahun 1997, dan Korea
Selatan tahun 2000.

Uraiandalamkajianinitidakmenjelaskanbagaimanakontroversi
SJSN dan BP]S yang ada dalam masyarakat atau bagaimana kesiapan
pemerintah dalam mempersiapkan penyelenggaraan BPJS. Tulisan
ini akan memberikan jawaban atas pertanyaan, bagaimana SJSN dan
BPJS membentuk ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi
dampak pembangunan yang berorientasi pertumbuhan?



BAB 11
KEMISKINAN: DAMPAK PERTUMBUHAN EKONOMI

Sebagaimana diketahui, pembangunan ekonomi jelas
sangat memengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara.
Namun, pembangunan ekonomi yang sepenuhnya diserahkan
kepada mekanisme pasar tidak akan secara otomatis membawa
kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pengalaman
negara maju dan berkembang membuktikan bahwa meskipun
mekanisme pasar mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi
dan kesempatan kerja yang optimal, ia selalu gagal menciptakan
pemerataan pendapatan dan memberantas masalah sosial.

Orang miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) adalah kelompok yang sering tidak tersentuh oleh strategi
pembangunan yang bertumpu pada mekanisme pasar. Kelompok
rentan ini, karena hambatan fisiknya (orang dengan disabilitas),
hambatan kulturalnya (suku terasing) maupun strukturalnya
(penganggur), tidak mampu merespons secepat perubahan sosial
di sekitarnya, terpelanting ke pinggir dalam proses pembangunan
yang tidak adil. Itulah salah satu dasar, mengapa negara-negara
maju berusaha mengurangi kesenjangan itu dengan menerapkan
welfare state (negara kesejahteraan). Suatu sistem yang
memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) dalam
pembangunan kesejahteraan sosial yang terencana, melembaga, dan
berkesinambungan.

Ketidaksempurnaan mekanisme pasar ini, membuat peran
pemerintah banyak ditampilkan pada fungsinya sebagai agent
of economic and social development. Artinya, pemerintah tidak
hanya bertugas mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan
juga memperluas distribusi ekonomi melalui pengalokasian public
expenditure dalam APBN dan kebijakan publik yang mengikat
dengan menyediakan alokasi dana dan daya untuk menjamin
pemerataan dan kompensasi bagi mereka yang tercecer dari
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persaingan pembangunan. Berbagai upaya penanggulangan
masalah sosial di Indonesia terus dilakukan, namun pendekatan
yang digunakan masih bersifat tambal sulam (ad-hoc), tidak terpadu
dan tidak berkelanjutan. Kebijakan dan program anti kemiskinan,
masih berorientasi proyek yang bertumpu pada strategi hit and run.

Artinya, kemiskinan ditangani secara parsial dengan skema
dan cakupan geografis yang sangat terbatas. Model pendekatan
seperti ini tidak akan pernah tuntas memberantas kemiskinan,
karena strateginya tidak diarahkan untuk menggusur problema
kemiskinan (eradicating poverty), melainkan menggusur orang
miskin (eradicating the poor). Penanganan kemiskinan tidak akan
pernah efektif dengan hanya menyentuh orang miskinnya saja.
Kemiskinan adalah produk struktural dari sebuah sistem yang
saling terkait, yaitu sistem ekonomi, pendidikan, dan jaminan sosial.
Sistem ekonomi berkaitan dengan pertumbuhan dan pemerataan
pendapatan nasional, sementara pendidikan berkaitan dengan
pemberdayaan dan pengembangan SDM) dan jaminan sosial
berkaitan dengan bantuan sosial dan asuransi sosial.

Strategi pembangunan nasional selama ini masih terfokus pada
bagaimana membangun sistem ekonomi agar tumbuh setinggi
mungkin, dan belum diarahkan secara sungguh-sungguh untuk
membangun sistem jaminan sosial yang kuat. Akibatnya, selain
Indonesia terus dihadang permasalahan sosial yang semakin
kompleks, keberhasilan di bidang ekonomipun ternyata sangat
rentan terhadap guncangan. Indonesia memerlukan pendekatan
pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi,
melainkan pula berorientasi pada aspek pelindungan sosial.
Jaminan sosial pada hakikatnya merupakan strategi pelindungan
guna menopang dan menjaga kestabilan ekonomi. Komitmen
internasional dan nasional sangat menekankan pentingnya jaminan
sosial, terutama sebagai strategi penanganan kemiskinan secara
sistemik, melembaga, dan terpadu.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan program pembangunan
dalam upaya penanggulangan kemiskinan untuk menjawab persoalan
dan memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak, realistis, dan
operasional agar kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak merosot
lebih dalam lagi. Dengan kata lain, diperlukan penyempurnaan dan
pengembangan program yangada untuk dikembangkan agar lebih tepat
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sasaran dan berkelanjutan, sehingga mengubah paradigma program
pembangunan sebelumnya yang bersifat temporer, relatif, dan kuratif
ke arah program yang merupakan bagian dari sistem keterjaminan
sosial terpadu yang preventif, proaktif, dan berjangka panjang.

Masalah-masalah sosial yang timbul seperti masalah kemiskinan,
pengangguran, kesehatan, pendidikan, dan masalah lingkungan,
merupakan permasalahan yang timbul akibat hak-hak individu
tersebut tidak dipenuhi. Oleh karena itu, upaya untuk memenuhi
hak-hak warga negara dapat dijadikan landasan untuk membangun
jaminan sosial. Jaminan sosial pada dasarnya merupakan suatu
upaya untuk mendistribusikan pendapatan melalui metode subsidi
silang, karena di dalam masyarakat terdapat orang-orang yang
mempunyai berbagai keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya.

Dalam konteks ini, kita saat ini telah banyak disodori fakta
bahwa untuk penanggulangan kemiskinan sudah tidak tepat lagi
untuk memberikan bantuan-bantuan yang bersifat charity. Akan
tetapi penanggulangan kemiskinan dalam paradigma baru adalah
dengan mengandalkan modal sosial yang ada di masyarakat. Pada
saat ini modal sosial yang ada di masyarakat Indonesia disinyalir
oleh banyak pihak juga telah mengalami banyak kemerosotan.
Rasa kebersamaan, gotong-royong, saling bantu dan saling percaya
yang dulu pernah tumbuh subur di masyarakat kita, sekarang
sudah menjadi barang langka. Kita perlu melacak asal-muasal
mengapa modal sosial tersebut menjadi makin terkikis hingga
hari ini. Kebijakan publik, dalam berbagai bentuk dan sektor yang
ada, saat ini masih saja berkutat pada ideologi developmentalisme.
Mungkin bagi banyak kalangan isu ini sudah dianggap usang. Akan
tetapi, hingga saat ini hal yang menggelisahkan para pengambil
kebijakan di berbagai level masih berada pada masalah investasi,
GNP, dan persentase pertumbuhan ekonomi. Kebijakan publik
yang berlangsung saat ini telah menjadi mesin pembangunan
yang monolitis, yang hanya berorientasi pasar semata, yang siap
menggulung dan menggilas siapapun yang mencoba merintangi.*

* A. K. Giri dan P. Q. Van Ufford, “A Moral Critique of Development: Ethics,
Aesthetics and Responsibility”, Working Paper No. 128 Development Research
Series Research Center on Development and International Relations (Denmark:
Institute for History, International, and Social Studies, 2004), him. 159.
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Kebijakan publik telah kehilangan muatan universal yang
berorientasi pada kemanfaatan bagi kelangsungan hidup manusia
dan masyarakat. Akibatnya, kebijakan publik yang terejawantah
dalam proyek-proyek pembangunan bukan hanya dianggap telah
gagal, terutama dalam menghapus kemiskinan yang semakin luas,
tetapi teori pembangunan juga telah mengalami kemacetan, terjebak
dalam metanarasinya sendiri dan gagal dalam memahami ragam
nilai (values) yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Inilah
sesungguhnya akar masalah mengapa saat ini terjadi pengikisan
terhadap keberadaan modal sosial di masyarakat Indonesia.

Konsentrasi modal sosial sesungguhnya juga tidak berdiri
berseberangan dengan keinginan untuk peningkatan kesejahteraan
perekonomian masyarakat. Hanya saja logika yang harus dipahami
adalah bahwa keinginan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi
tidak mesti dicapai dengan pendekatan yang developmentalistik.
Sebagaimana dikatakan Djamaluddin Ancok, bahwa tanpa adanya
kerukunan dan kerja sama yang sinergis akan semakin sulit
bagi berkembangnya ekonomi suatu masyarakat.> Modal sosial
secara umum dapat dikategorikan dalam dua kelompok. Pertama,
yang menekankan pada jaringan hubungan sosial (network)
yang diikat antara lain oleh kepemilikan informasi, rasa percaya,
saling memahami, dan kesamaan nilai serta saling mendukung.
Kedua, lebih menekankan pada karakteristik (traits) yang melekat
(embedded) pada diri individu manusia yang terlibat dalam interaksi
sosial sebagai kemampuan orang untuk bekerja bersama untuk satu
tujuan bersama di dalam grup dan organisasi.

2 D. Ancok, “Modal Sosial dan Kualitas Masyarakat”, Pidato Pengukuhan Jabatan

Guru Besar pada Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 3 Mei 2003.
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BAB III
JAMINAN SOSIAL

A. Konsep Jaminan Sosial

Jaminan sosial merupakan suatu “kata kunci” yang muncul
dalam reformasi pembangunan nasional di masa depan yang
lebih mengedepankan demokrasi dan menjunjung tinggi hak
asasi manusia. Di dalam UUD 1945 yang telah di amandemen,
jaminan sosial merupakan bagian dari hak asasi manusia yang
pemenuhannya wajib dilakukan oleh negara. Semangat yang
melandasi dimasukkannya kata jaminan sosial adalah terciptanya
keadilan dan pemerataan bagi seluruh warga negara terutama
dalam hal ikut menikmati dan merasakan hasil-hasil pembangunan
atau sebagai kompensasi dari pembangunan itu sendiri.

Di berbagai negara terdapat bermacam-macam program
kesejahteraan sosial. Bahkan di beberapa negara, program
serupa diatur secara khusus dalam peraturan kependudukan. Di
Indonesia, dalam upaya pengentasan kemiskinan dan melindungi
masyarakat dari krisis moneter tahun 1998, pemerintah membuat
program yang disebut social safety net untuk melindungi orang dari
kelaparan sebagai akibat dari efek kemiskinan. Dalam pengertian
pemerintah, jaminan sosial lebih diartikan sebagai bantuan sosial
pemerintah kepada masyarakat yang tertimpa kemalangan atau
untuk pemberdayaan masyarakat agar dapat menyesuaikan diri
dengan lingkungannya. Secara teknis jaminan sosial tercakup
dalam program-program kesejahteraan yang dilaksanakan oleh
departemen-departemen dalam lingkup kesejahteraan rakyat
terutama di departemen sosial. Berdasarkan hal ini, maka terlihat
bahwa jaminan sosial sendiri merupakan bagian dari upaya
pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Social safety net merupakan sistem jaring pengaman sosial
(JPS) yang pernah dibuat pemerintah pada masa krisis ekonomi
1998. Melalui program ini pemerintah berharap agar sebagian
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besar masyarakat kalangan bawah terutama yang terkena dampak

krisis secara langsung dapat memperoleh bantuan sehingga kondisi

perekonomian rumah-tangganya bisa pulih kembali serta mampu
mengembangkan diri secara mandiri dan terus-menerus. Program

JPS diharapkan dapat menciptakan situasi kelembagaan yang

kuat serta memiliki sifat sustainability, yang ternyata tidak sesuai

harapan.

Hal tersebut sama dengan program-program pengentasan
kemiskinan lainnya yang sangat sektoral dan tidak ada keterkaitannya
dengan program-program ekonomi dan politik nasional. Akibatnya,
banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti biaya
penyaluran bantuan yang ternyata lebih besar dari bantuan yang
diberikan, kekeliruan dalam menentukan objek penerima bantuan dan
sebagainya. Pada dasarnya jaminan sosial diberikan kepada semua
kalangan baik dari sektor formal maupun informal. Namun dalam
pelaksanaannya, masyarakat di sektor formal lebih diuntungkan
karena aturan-aturan yang ada lebih menjamin sektor formal untuk
memperoleh jaminan sosial tersebut. Sedangkan masyarakat di sektor
informal yang kebanyakan adalah masyarakat kelas bawah belum
semuanya dapat merasakan jaminan sosial dari negara.

Dalam lingkup luas, John G. Turnbull, mengartikan jaminan
sosial sebagai suatu keadaan yang terlindung atau aman dari
berbagai jenis ancaman dan bahaya. Tetapi kemudian mereka juga
membatasi jaminan tersebut pada bidang ekonomis saja. Pendapat
lain dikemukakan Harun Alrasjid, dalam kertas kerjanya pada
seminar Jaminan Sosial di Jakarta tahun 1978 mengemukakan
bahwa jaminan sosial merupakan suatu pelindungan kesejahteraan
masyarakat yang diselenggarakan atau dibina oleh pemerintah
untuk menjaga dan meningkatkan taraf hidup rakyat.® Berdasarkan
batasan-batasan yang menyangkut risiko sosial-ekonomi, guna
mempermudah analisis jaminan sosial dapat dibagi dalam empat
kegiatan usaha utama, yaitu:

1) Pelayanan sosial (social services), yaitu usaha-usaha di bidang
pencegahan dan pengembangan, misalnya kesehatan, keluarga
berencana, pendidikan, kepemudaan, bantuan hukum,
keagamaan dan organisasi kemasyarakatan;

¢ S. Kertonegoro, Jaminan Sosial, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia

(Jakarta: Mutiara, 1992), him. 27.
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2) Bantuan sosial (social assinstance), yaitu usaha-usaha di bidang
pemulihan dan penyembuhan, misalnya bantuan untuk bencana
alam, lanjut usia, anak yatim piatu, penderita cacat dan berbagai
ketunaan;

3) Sarana sosial (social infrastructure), yaitu usaha-usaha di
bidang pembinaan, dalam bentuk perbaikan gizi, perumahan,
lingkungan, air bersih, transmigrasi, perkoperasian, ketertiban,
dan masyarakat suku terasing;

4) Asuransi sosial (social insurance), yaitu usaha-usaha di bidang
ketenagakerjaan yang khusus ditujukan untuk masyarakat
tenaga kerja yang merupakan inti tenaga pembangunan dan
selalu menghadapi risiko-risiko sosial ekonomis.’”

Secara luas jaminan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan
mengatasi keterbelakangan, ketergantungan, keterlantaran, serta
kemiskinan. Namun umumnya pengertian jaminan sosial hanya
meliputi bantuan sosial dan asuransi sosial. ILO (International
Labour Organization) mengartikan jaminan sosial sebagai usaha
pemerintah untuk melindungi masyarakat (atau sebagian besar
anggota masyarakat) dari tekanan ekonomi yang bisa menyebabkan
hilangnya penghasilan karena sakit, pengangguran, cacat, hari tua,
dan kematian; untuk menyediakan bagi masyarakatitu pemeliharaan
kesehatan yang dibutuhkan; dan untuk memberi bantuan kepada
keluarga dalam memelihara anak.?

Sedangkan dalam pengertian murni, jaminan sosial diartikan
sebagai asuransi sosial. Kenneth Thomson, seorang tenaga ahli pada
Sekretariat Jenderal Internasional Social Security Association (ISSA)
di Jenewa, dalam Regional Training ISSA di Jakarta mengatakan
bahwa jaminan sosial dapat didefinisikan sebagai pelindungan
yang diberikan oleh masyarakat bagi anggota-anggotanya untuk
risiko-risiko atau peristiwa-peristiwa tertentu dengan tujuan sejauh
mungkin untuk menghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut
yang dapat mengakibatkan hilangnya atau turunnya sebagian besar
penghasilan, dan untuk memberikan pelayanan medis dan atau
jaminan keuangan terhadap konsekuensi ekonomi dari terjadinya
peristiwa tersebut, serta jaminan untuk tunjangan keluarga dan

7 Ibid.
8 Ibid., hlm. 29.
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anak. Adapun peristiwa-peristiwa yang biasanya dijamin oleh

jaminan sosial meliputi:

1) Kebutuhan akan pelayanan medis;

2) Tertundanya, hilangnya atau turunnya sebagian besar
penghasilan yang disebabkan: sakit, hamil, kecelakaan kerja
dan penyakit jabatan, hari tua, cacat, kematian pencari nafkah,
pengangguran;

3) Tanggungjawab untuk keluarga dan anak-anak.’

B. Jaminan Sosial: Sistem Kesejahteraan Rakyat

Kesejahteraan di dalam masyarakat tidak akan terjadi tanpa
pemerataan. Pemerataan tidak dapat terjadi dengan sendirinya,
melainkan perlu diupayakan untuk mencapainya. Pemikiran ini
sejalan dengan konsep pembangunan sosial yang menekankan
pembangunan yang berdasarkan kepada kepentingan rakyat atau
seperti yang dikatakan David C. Korten sebagai people centered
development (pembangunan yang berdimensi kerakyatan).!
Salah satu komponen penting dalam pembangunan sosial adalah
membentuk tatanan sosial dengan menciptakan sistem jaminan
sosial. Jaminan sosial sangat diperlukan untuk melindungi
masyarakat dari akibat yang ditimbulkan oleh pembangunan dan
sekaligus menciptakan keadilan di dalam masyarakat.

Dalam masyarakat industri, jaminan sosial merupakan suatu
bentuk sistem pelindungan yang sangat dibutuhkan. Risiko-risiko
kerja yang mungkin timbul sangat tinggi, hal ini seiring dengan
perkembangan teknologi dan modernisasi. Kecelakaan kerja,
terganggunya kesehatan, kematian, atau apapun kejadiannya
yang menyebabkan terputusnya kemampuan mencari nafkah
merupakan risiko yang senantiasa terjadi. Jaminan sosial tidak
hanya menanggung akibat langsung daripada risiko kerja tetapi juga
akibat tak langsung atau efek-efek negatif yang muncul akibat dari
pekerjaan tersebut atau akibat dari keberadaan industri.

Industrialisasi menyebabkan terjadinya perubahan dalam
masyarakat, misalnya pertambahan jumlah penduduk, akan

2 Ibid., him. 30.

1 D. C. Korten dan Sjahrir, Pembangunan Berdimensi Kerakyatan (Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia, 1998).
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berdampak tingginya permintaan akan pemukiman baru, pasar,
jalan, serta munculnya masalah transportasi, air bersih, sampah
dan sebagainya. Risiko yang terjadi dapat berupa risiko keamanan,
risiko kecelakaan dalam perjalanan dari atau ke tempat kerja
dan sebagainya. Risiko-risiko yang muncul sebagai akibat proses
industrialisasi ini terus berkembang dan menjadi semakin kompleks.

Pembukaan daerah-daerah industri selama ini ternyata tidak
diiringi dengan pembangunan sentra-sentra ekonomi di daerah
tersebut. Perekonomian hanya terpusat di Ibukota, sedangkan
daerah sebagai sumber ekonomi tersebut tetap tak tersentuh
pembangunan kecuali dalam batas-batas tertentu dan untuk
kalangan terbatas. Sehingga hal ini tidak mengherankan, apabila
banyak daerah-daerah industri yang masyarakatnya hidup miskin.

Pembangunan Kkesejahteraan sebenarnya bukanlah hanya
berfungsi sebagai penyantunan atau subsidi yang dilakukan negara,
tetapi lebih luas lagi pembangunan kesejahteraan adalah upaya
membangun suatu sistem sosial yang menyeluruh yang meliputi
setiap aspek kehidupan manusia. Jadi bukan hanya pembangunan
ekonomi yang didorong tetapi juga pembangunan kehidupan
sosial, politik, ekonomi masyarakat, sehingga kesemuanya itu dapat
berjalan seimbang.

Sistem subsidi, seperti subsidi BBM dan tarif dasar listrik,
walaupun meringankan rakyat, tetapi akan sangat tergantung
kepada kemampuan negara. Di samping itu, tidak ada jaminan
bahwa yang memperoleh subsidi tersebut adalah masyarakat
miskin atau bawah. Kenyataan yang terjadi selama ini, justru yang
paling menikmati subsidi adalah masyarakat menengah ke atas. Oleh
karena itu, agar hasil-hasil pembangunan tersebut dapat sampai dan
dirasakan seluruh masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi harus
diimbangi dengan pemerataan. Pemerataan tidak dapat terjadi
dengan sendirinya, tetapi diperlukan suatu sistem yang disebut
sistem jaminan sosial yang dapat mendistribusikan hasil-hasil
pembangunan tersebut secara adil dan merata.

Pengembangan sistem jaminan sosial di Indonesia masih sangat
minim. Berdasarkan studi yang dilakukan Dixon dari Inggris yang
mencoba mengevaluasi penerapan sistem jaminan sosial di 172
negara, ternyata Indonesia berada pada urutan 151, satu peringkat
di atas Bangladesh dan jauh tertinggal di bawah negara ASEAN
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umumnya.'* Sistem jaminan sosial Indonesia masih belum memadai,
diskriminatif karena hanya diberlakukan untuk sektor formal dan
pekerja saja. Padahal sektor informal yang mempunyai jumlah yang
sangat besar juga memerlukan sentuhan program kesejahteraan.
Masyarakat pada sektor ini yang merupakan masyarakat bawah
jelas menghadapi tingkat kerentanan yang tinggi karena status gizi
dan kesehatan yang rendah, pendidikan rendah dan kemampuan
rendah. Untuk membangun sistem jaminan sosial diperlukan
suatu pemikiran untuk membangun sistem kesejahteraan
secara keseluruhan yang berarti merumuskan kembali konsep
pembangunan nasional. Karena bagaimanapun pembangunan
sistem jaminan sosial atau kesejahteraan sosial akan memerlukan
pengalokasian sebagian hasil-hasil pembangunan, dan ini berarti
mengurangi PDB.

Pembangunan sistem jaminan sosial juga tak terlepas sebagai
upaya untuk membangun tatanan sosial dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Oleh karena itu, konsep jaminan sosial tidak hanya
diartikan sebagai asuransi semata tetapi suatu hal yang lebih luas
lagi yaitu membangun tatanan sosial. Hal ini sesuai dengan konsep
jaminan sosial, dimana terdapat empat kegiatan jaminan sosial,
yaitu: social assistance (bantuan sosial), social insurance (asuransi
sosial), social services (pelayanan sosial), dan social infrastructure
(pembangunan sarana sosial).

" J. E. Dixon, Social Security in Global Perspective (Westport: Greenwood

Publishing Group, 1999).
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BAB IV
PETA JALAN:
GAGASAN SJSN DALAM PIDATO PRESIDEN 2002-2013

Perjalanan pembentukan BPJ]S seperti sekarang ini ternyata
sangat panjang, terjal dan berliku. Tonggak bersejarah yang telah
dibangun sepanjang perjalanan transformasi jaminan sosial
Indonesia dimulai sejak amandemen UUD 1945 yang memunculkan
Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (3), yang ditindaklanjuti dengan
ditetapkannya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional pada 19 Oktober 2004. Selanjutnya, Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mencantumkan pembangunan
jaminan sosial secara eksplisit mulai RPJM kedua, ketiga, dan
keempat. Pada RPJM pertama, pembangunan pelindungan sosial
diutamakan pada penyelenggaraan bantuan sosial bagi masyarakat
miskin, yang salah satunya diarahkan pada tersedianya akses yang
sama bagi masyarakat terhadap pelayanan sosial.

Pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar
dilaksanakan dengan penyediaan, penataan, dan pengembangan
Sistem Pelindungan Sosial Nasional (SPSN). Ketiga pilar SPSN ditata
dan dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi mencakup:

1) bantuan sosial atau jaring pengaman sosial;
2) Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); dan
3) program jaminan komersial.

SJSN yang sudah disempurnakan bersama SPSN yang didukung
oleh peraturan perundang-undangan, pendanaan dan nomor induk
kependudukan (NIK) akan dapat memberi pelindungan penuh
kepada masyarakat luas secara bertahap. Pengembangan SPSN dan
SJSN dilaksanakan dengan memerhatikan budaya dan sistem yang
sudah mengakar di masyarakat luas. Jaminan sosial juga diberikan
kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung termasuk
masyarakat miskin, masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil,
tertinggal, dan wilayah bencana.

17



Dari SJSN ke BPJS: Peta Jalan Menuju Ketahanan Sosial Masyarakat

Gagasan mewujudkan Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat untuk memelihara derajat kesehatan masyarakat
tercantum dalam UUD 1945 dan Tap MPR No. VI/2002. Tap MPR No.
VI/2002 merupakan hasil rekomendasi dalam Sidang Tahunan MPR
2002 yang harus dilaksanakan oleh lembaga negara. Rekomendasi
bagi pemerintah salah satu diantaranya adalah penyusunan strategi
pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan, yang dilaksanakan
yaitu pertama, pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
sebagai bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yakni
bentuk:

1) jaminan kesehatan prabayar yang bersifat wajib untuk seluruh
masyarakat;

2) pengembangan jaminan kesehatan berbasis sukarela;

3) asuransi kesehatan komersial;

4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) sukarela;

5) pengembangan jaminan kesehatan sektor informal;

6) jaminan kesehatan mikro (dana sehat);

7) dana sosial masyarakat; dan

8) pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan keluarga
miskin (gakin).

Kedua, dalam pelaksanaannya, Kementrian Kesehatan pada
saat itu antara lain:

1) mengembangkan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat
(JPKM) sukarela yang didasarkan pada UU No. 23 Tahun 1992,
antara lain melalui penyusunan naskah Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
Masyarakat, yang mengatur pemberian pelayanan sesuai
kebutuhan utama pesertanya dengan menerapkan kendali
biaya dan kendali mutu secara terpadu melalui sistem jaminan
pemeliharaan kesehatan prabayar (pelayanan kesehatan
terkendali).

2) mengalokasikan dana/anggaran pembangunan untuk jaminan
pemeliharaan kesehatan bagi penduduk/keluarga miskin antara
lain melalui kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di
puskesmas dan rumah sakit.

3) menerapkan konsep jaminan kesehatan dengan menggunakan
prinsip asuransi melalui uji coba di tiga provinsi dan 13
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kabupaten/kota untuk jangka panjang telah dipersiapkan
naskah RUU tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat

Dalam Sidang Tahunan MPR 2002, Presiden Abdurrahman
Wahid menyatakan, “..Pemberdayaan masyarakat melalui
berbagai program kredit mikro, jaminan kesejahteraan sosial, akses
pendidikan dan pelayanan kesehatan, akses prasarana yang layak,
kecukupan pangan, dan perluasan kesempatan kerja sangat penting
dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan. Dalam tahun yang
sama Presiden Megawati Soekarno Putri, setelah menggantikan
Abdurrahman Wahid dalam Sidang Paripurna DPR tahun 2002,
menyampaikan:

“... Dalam upaya memberikan kesejahteraan dan pemenuhan jaminan

sosial yang dapat menyentuh seluruh warga negara telah dilakukan

upaya penyempurnaan sistem jaminan sosial nasional secara terpadu
dan terkoordinasi agar setiap warga negara Indonesia mendapat hak
atas kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya melalui program sistem
jaminan sosial yang menyeluruh terutama untuk keluarga, masyarakat
miskin, pekerja sektor informal, petani, nelayan, masyarakat yang
terkena musibah/bencana dan penyandang masalah sosial lainnya
melalui penelaahan, pengkajian dan perumusan kebijakan dan langkah-
langkah dalam rangka penyelenggaraan program sistem jaminan
sosial nasional yang meliputi baik aspek kelembagaan, program,
perundang-undangan, pendanaan maupun aspek pelaksanaan lainnya.

Khusus untuk sistem jaminan dan asuransi kesejahteraan sosial telah

dilakukan uji coba dan penyusunan pedoman pelaksanaan sistem

jaminan dan asuransi kesejahteraan sosial.”

Sejak saat itu, pidato-pidato presiden sampai dengan periode
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak luput untuk
menyebut program jaminan sosial nasional ini. Pidato-pidato
tersebut dapat diringkaskan sebagai berikut:

1) Pidato Kenegaraan Presiden Megawati Soekarno Putri, dalam
Sidang Paripurna DPR Tahun 2003, menyebutkan, “...
Kebijakan pembangunan kesehatan juga terus berlangsung
dengan upaya untuk mengembangkan program jaringan
pelindungan sosial bidang kesehatan. Meskipun program
ini dirancang sebagai program darurat terutama dalam
pengentasan kemiskinan, tetapi dalam kerangka yang lebih
besar, pelaksanaan program tersebut akan merupakan bagian
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2)

3)

4)

dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang saat ini sedang disusun
oleh sebuah Tim yang saya bentuk...”

Pidato Kenegaraan Presiden Megawati Soekarno Putri, tanggal
16 Agustus 2004 dan Keterangan Pemerintah atas RUU tentang
APBN TA 2005, serta Nota Keuangannya dalam Sidang DPR
RI, menyebutkan “ ....upaya pemerintah untuk melaksanakan
amanah MPR RI guna membangun Sistem Jaminan Sosial
Nasional. Rancangan Undang-undang yang dimaksudkan sebagai
landasan hukum bagi penyelenggaraannya, saat ini sedang
dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat, dan Insya Allah dapat
segera selesai dan disahkan .... Apapun jenis dan seberapapun
besarnya manfaat yang untuk sementara dapat diwujudkan
pada tahap awal nanti, tetapi pikiran dasarnya adalah, kita
dapat selangkah lagi maju dalam memberikan kesejahteraan
kepada seruluh rakyat Indonesia.”

Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
tanggal 16 Agustus 2005 dan Keterangan Pemerintah atas RUU
tentang APBN TA 2006, serta Nota Keuangannya dalam Sidang
DPR RI, menyebutkan “Pelayanan kesehatan bagi penduduk
miskin secara gratis telah diupayakan oleh Pemerintah sejak
terjadinya krisis ekonomi tahun 1997. Pelaksanaan bantuan
sosial, akan dilakukan dengan (1) menyusun berbagai peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan bantuan dan
jaminan kesejahteraan sosial; (2) menyediakan bantuan dasar
pangan, sandang, papan dan fasilitas bantuan tanggap darurat
dan bantuan pemulangan/terminasi, serta stimulan bahan
bangunan rumah bagi korban bencana alam, bencana sosial dan
PMKS yang lain; (3) memberikan bantuan bagi daerah penerima
ekskorban kerusuhan dan pekerja migran bermasalah; (4)
memberikan bantuan bagi korban tindak kekerasan melalui
pelindungan dan advokasi sosial; dan (5) menyelenggarakan
bantuan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, penduduk daerah
kumuh, dan PMKS yang lain.”

Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 16
Agustus2006danKeteranganPemerintahatasRUUtentang APBN
Tahun Anggaran 2007, serta Nota Keuangannya dalam Sidang
DPR RI, menyebutkan “Pelindungan dan kesejahteraan sosial
diperlukan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk meningkatkan
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kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Pemerintah telah
melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelindungan
dan kesejahteraan sosial dengan menangani masalah-masalah
sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan
sosial dan korban bencana alam serta memberi perhatian utama
pada tercukupinya kebutuhan dasar melalui pengembangan
dan perbaikan sistem jaminan sosial. Pelindungan sosial
yang ada saat ini seperti sistem jaminan sosial, masih belum
banyak memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat.
Penyelenggaraan jaminan sosial telah banyak dilaksanakan
baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Masing-masing
mempunyai landasan hukum sendiri, tetapi antara satu sistem
dengan sistem lainnya belum terintegrasi dengan baik. UU No.
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional belum
dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan. Bantuan sosial yang
diperuntukkan bagi penduduk miskin juga masih terbatas, yaitu
antara lain pada bidang pendidikan dan kesehatan.”

Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 16
Agustus 2007 serta Keterangan Pemerintah atas RUU tentang
APBN TA 2008, beserta Nota Keuangannya dalam Rapat
Paripurna DPR RI, menyebutkan, “Pembangunan di bidang
pelindungan sosial merupakan salah satu prioritas pemerintah,
terutama pelindungan terhadap mereka yang kurang beruntung.
Upaya pemerintah dalam bidang pelindungan sosial meliputi
pemberian bantuan sosial dan menyempurnakan sistem
jaminan sosial berbasis asuransi terutama bagi masyarakat
miskin. Upaya pemerintah berkaitan dengan pemberian
bantuan sosial meliputi bantuan sosial, baik bagi perseorangan
maupun bagi kelompok yang mengalami kehilangan peranan
sosial atau yang menjadi korban bencana, sedangkan upaya
pemerintah dalam bidang jaminan sosial bertujuan untuk
memelihara taraf Kkesejahteraan sekiranya masyarakat
menghadapi risiko atas perubahan kehidupan yang mendadak
karena terjadinya musibah atau kejadian lain yang berdampak
pada penghidupannya. Pemerintah telah melakukan berbagai
upaya dalam menangani masalah sosial seperti kemiskinan,
ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterpencilan, dan
korban bencana alam. Selain itu, pemerintah secara bertahap
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6)

7)

terus menyempurnakan sistem jaminan sosial berbasis asuransi,
terutama bagi mereka yang miskin.”

Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 15
Agustus 2008 serta Keterangan Pemerintah atas RUU tentang
APBN TA 2009, beserta Nota Keuangannya dalam Rapat
Paripurna DPR RI, menyebutkan “Bantuan dan jaminan sosial itu
merupakan hak dasar manusia karena apabila tidak dilakukan
secara tepat akan mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial,
yang pada akhirnya dapat mendorong terjadinya konflik sosial,
terutama bagi kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah
terpencil, terisolasidanberadadiperbatasan ... Pemerintahterus
mengupayakan pemberian bantuan dan jaminan sosial dengan
meningkatkan pemberdayaan sosial, menyediakan pelayanan
dan rehabilitasi sosial, mengembangkan kegiatan sosial melalui
pendidikan dan penelitian sosial yang diharapkan mampu
mengubah perilaku dan mengurangi ketergantungan masyarakat.
Selain itu, pembangunan kesejahteraan sosial diupayakan pada
terbentuknya sistem jaminan sosial yang berkualitas, yang dapat
mencakup seluruh lapisan masyarakat, dan memberdayakan
mereka yang tidak mampu untuk meningkatkan kualitas
hidup mereka.... Permasalahan terpenting terletak pada belum
terpenuhinya kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, dan
perumahan serta belum terpenuhinya aksesibilitas masyarakat
yang memiliki keterbatasan kemampuan terhadap bantuan
sosial, berbagai sumber pelayanan rehabilitasi dan jaminan
sosial, serta pelayanan dasar lainnya.”

Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 14
Agustus 2009 dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun
Ke 64 Kemerdekaan RI dalam Rapat Paripurna DPR RI,
menyebutkan “Peningkatan pelindungan dan kesejahteraan
sosial merupakan salah satu prioritas pembangunan bidang
sosial terutama pelindungan terhadap mereka yang termasuk
ke dalam kelompok penduduk miskin dan rentan. Pelindungan
dan kesejahteraan sosial di Indonesia diwujudkan dalam
bentuk bantuan sosial dan jaminan sosial ... Selanjutnya,
dalam kaitan pembangunan kesejahteraan sosial, penanganan
dan penyelesaian permasalahan sosial juga dilakukan melalui
skema jaminan sosial berbasis asuransi. Bantuan sosial (social
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assistance) merupakan bantuan yang diberikan secara langsung
tanpa adanya kewajiban berkontribusi dari masyarakat,
sedangkan jaminan sosial (social insurance) berbasis asuransi
lebih bersifat sistem yang memanfaatkan iuran setiap peserta.
Sistem ini diharapkan mampu melayani seluruh lapisan
masyarakat dan memberdayakan mereka yang lemah dan
tidak mampu untuk dapat mempertahankan kehidupan yang
layak sesuai dengan martabat kehidupan manusia dalam
melewati berbagai situasi. Pemerintah secara bertahap terus
menyempurnakan sistem jaminan sosial berbasis asuransi,
terutama, bagi kelompok masyarakat miskin. Jaminan sosial
ini merupakan sistem yang mampu melayani seluruh lapisan
masyarakat dan memberdayakan mereka yang tidak mampu
sehingga dapat mempertahankan kehidupan yang layak sesuai
dengan martabat kehidupan manusia. Pembangunan sistem
jaminan sosial nasional dimulai dengan disahkannya UU No. 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sesuai
dengan amanat Pasal 28H Amandemen Kedua, UUD 1945,
setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermartabat. Negara berkewajiban  menyelenggarakan
pelayanan kesejahteraan sosial yang berkualitas dan produktif
sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat dan
kualitas hidup penduduk miskin dan rentan, terutama sebagai
PMKS.”

Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 16
Agustus 2010 dalam Rangka HUT Ke-65 Proklamasi Kemerdekaan
RI di depan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, menyebutkan,
bahwa “Secara khusus permasalahan yang dihadapi dalam
pembangunan kesehatan, antara lain: (1) rendahnya tingkat
keberlanjutan pelayanan kesehatan (continuum of care) pada
ibu dan anak, khususnya pada penduduk miskin; (2) prevalensi
anak yang pendek (stunting) sebagai indikasi kekurangan gizi
kronis yang masih sangat tinggi; (3) terjadinya double burden
of diseases (di satu pihak penyakit menular masih merupakan
masalah, di lain pihak penyakit tidak menular menunjukkan
kecenderungan meningkat); (4) terjadinya fluktuasi harga obat
yang tinggi karena masih tingginya ketergantungan pada bahan
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baku obat dari luar negeri dan rendahnya tingkat pemanfaatan
obat generik berlogo terutama di RSUD, RS swasta, dan apotek;
(5) jaminan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin yang
belum sepenuhnya dapat meningkatkan status kesehatan
penduduk miskin dan skema asuransi kesehatan nasional seperti
yang diinginkan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang belum
terlaksana; serta (6) belum efektifnya manajemen dan informasi
pembangunan kesehatan, termasuk dalam pengelolaan
administrasi, hukum, dan penelitian pengembangan kesehatan.
Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
16 Agustus 2011 dalam Rangka HUT Ke-66 Proklamasi
Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DPR RI dan DPD
RI, menyebutkan “Saat ini, pemerintah dan DPR sedang dalam
proses melakukan pembahasan RUU BPJS (Rancangan Undang-
Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) yang merupakan
amanat UU SJSN. Diharapkan pada tahun ini pula, RUU BPJS
dapat diundangkan. Selain itu, kegiatan lain yang dilaksanakan
pemerintah dalam waktu dekat adalah penyusunan peta jalan
(roadmap) pencapaian kepesertaan menyeluruh (universal
coverage) program jaminan kesehatan.”

10) Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

16 Agustus 2012 dalam Rangka HUT Ke-67 Proklamasi
Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DPR RI dan DPD R],

_menyebutkan “Jaminan Kesehatan untuk Rakyat Miskin dan

hampir miskin (near poor) dalam bentuk Jamkesmas terus kita
perluas. Rakyat miskin, kini dapat berobat dan dirawat secara
gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit. Sebagai tindak lanjut
ditetapkannya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional, Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU No.
24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BP]S). Ini berarti, secara bertahap, lima jenis jaminan sosial
yaitu: jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan
hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian akan dapat
dinikmati oleh rakyat.”

11) Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

16 Agustus 2013 dalam Rangka HUT Ke-68 Proklamasi
Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DPR RI dan DPD R],
bahwa “Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat,
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Pemerintah  berkomitmen untuk terus meningkatkan
pelaksanaan pelindungan sosial (social security) bagi seluruh
rakyat Indonesia. Untuk itu, dalam tahun 2014 kita mulai
melaksanakan secara bertahap Sistem Jaminan Sosial Nasional
(SJSN). Dalam tahun 2013, Pemerintah telah mengalokasikan
dukungan anggaran berupa Penyertaan Modal Negara pada
masing-masing BPJS. Untuk tahun 2014, sebagai tahun
pertama pelaksanaan sistem jaminan ini, khususnya jaminan
kesehatan, Pemerintah terus melakukan berbagai langkah dan
upaya perbaikan. Langkah-langkah itu diantaranya, dengan
meningkatkan kapasitas puskesmas-puskesmas dan rumah
sakit-rumah sakit pemerintah, terutama penambahan tempat
tidur kelas IlII. Kita persiapkan pula penyediaan tenaga medis
yang memadai, agar dapat memberikan pelayanan yang optimal
kepada masyarakat. Khusus bagi fakir miskin dan masyarakat
yang tidak mampu, Pemerintah memberikan bantuan iuran
kepada mereka yang dikelompokkan sebagai Penerima Bantuan
[uran (PBI). Tujuannya, agar dapat ikut serta terlayani oleh
sistem jaminan sosial ini. Bagi kelompok masyarakat lainnya,
mereka wajib membayar iuran dengan jumlah nominal tertentu
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan ditingkatkannya
iuran PBI menjadi Rp19.225 per orang, per bulan, kita harapkan
penyedia layanan kesehatan swasta makin akitf untuk ikut serta
dalam penyediaan layanan kesehatan ini.
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BABV
KETAHANAN SOSIAL MASYARAKAT

Kehidupan manusia senantiasa penuh dengan serba ketidak-

pastian terutama mengenai kejadian waktu yang akan datang.
Ketidakpastian ini bisa dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:

1)

2)

ketidakpastian spekulatif, yang dapat mendatangkan
keuntungan, sehingga dikehendaki oleh mereka yang melakukan
spekulasi; dan

ketidakpastian murni, yang sering mengakibatkan kerugian,
sehingga umumnya manusia berusaha mengurangi atau
menghilangkannya, yang dikenal sebagai risiko.

Risiko dapat digolongkan dalam dua kelompok utama, yaitu

risiko fundamental dan risiko khusus. Risiko fundamental bersifat
makro-kolektif dan dirasakan oleh seluruh atau sebagian besar
masyarakat seperti:

1)
2)
3)
4)

5)

risiko politis, seperti kenaikan suhu politik pada waktu
mendekati pemilu;

risiko ekonomis, seperti tekanan inflasi akibat suatu
kebijaksanaan moneter;

risiko sosial, seperti keresahan masyarakat yang diakibatkan
meningkatnya tindak kejahatan;

risiko pertahanan-keamanan, seperti ancaman serangan
bersenjata dari negara lain; dan

risiko internasional, seperti kegagalan diplomasi dalam
memperjuangkan tujuan tertentu.

Risiko khusus bersifat mikro-individual, yang dirasakan oleh

perorangan atau unit usaha seperti:

1)

2)

risiko terhadap diri pribadi, misalnya berupa ancaman terhadap
kesehatan atau jiwa seseorang;

risiko terhadap harta benda yang bisa menyangkut kerusakan
atas kekayaan;
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5) tingkat pemeliharaan/kelestarian dalam pemanfaatan sumber
daya alam sebagai dasar mata pencaharian lokal.

Secara sederhana, ketahanan sosial suatu komunitas sering
dikaitkan dengan kemampuan anggota komunitas itu dalam mengatasi
risiko akibat perubahan sosial, ekonomi, politik yang mengelilinginya.”®
Suatu komunitas dapat dikatakan memiliki ketahanan sosial, jika:

1) mampu melindungi secara efektif anggota komunitasnya yang
rentan dari perubahan sosial yang memengaruhinya;

2) mampu melakukan investasi sosial dalam jaringan sosial yang
menguntungkan; dan

3) mampu mengembangkan mekanisme yang efektif dalam
mengelola konflik dan kekerasan.'*

Setidaknya, terdapat dua pandangan tentang ketahanan sosial,
yaitu yang menyatakan bahwa ketahanan sosial merupakan bagian
integral dari ketahanan nasional, dan selain ketahanan ekonomi,
politik, budaya, pertahanan-keamanan, dan ketahanan sosial sebagai
kemampuan komunitas dalam memprediksi, mengantisipasi, dan
mengatasi perubahan sosial yang terjadi, sehingga masyarakat tetap
dapat koeksistensi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara.

Setidaknya, ketahanan sosial dapat digambarkan sebagai
kemampuan bertahan suatu komunitas dari arus perubahan sosial
dengan cara menghindari dan atau mengelola konflik, mencari
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Dalam perspektif ketahanan sosial, jaminan sosial akan mampu
melindungi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dari
perubahan sosial yang cenderung individualistik, materialistik,
hedonistik, yang berakibat pada merosotnya perhatian dan
kepedulian sosial. Kemampuan jaminan sosial melindungi individu,
keluarga, kelompok dan masyarakat dari perubahan sosial tersebut,
akan memperkuat kesetiakawanan sosial dan tatanan sosial. Tatanan
sosial berfungsi menjaga agar manusia dalam kapasitasnya sebagai
sumber daya, sebagai suatu faktor produksi dalam perekonomian,
tidak dianggap sebagai alat semata dan menjaga hak-hak individu
dilindungi dan dijunjung tinggi dalam semua kegiatan ekonomi.’®
Hak-hak tersebut, merupakan hak asasi yang dimiliki oleh setiap
orang, misalnya hak kesehatan, hak untuk mendapatkan pendidikan,
hakuntukhidup layak, hak untuk mendapatkan pekerjaan yanglayak,
hak untuk dihargai sebagai manusia, hak untuk mengembangkan
diri dan sebagainya.

Jaminan sosial merupakan mekanisme redistribusi pendapatan
dengan memenuhi hak individu yang dapat mengatasi masalah-
masalah sosial yang timbul seperti kemiskinan, pengangguran,
kesehatan, pendidikan, dan masalah lingkungan. Langkah
penyeleggaraan jaminan sosial ini dilakukan dengan:

1) mengeluarkan kebijakan yang bersifat makro yang meliputi
kebijakan ekonomi, ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial,
kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang mempunyai suatu
kesamaan visi dan misi;

2) mendirikan institusi yang bertugas melakukan pendataan,
menghimpun dana dari masyarakat dengan mengecualikan
masyarakat yang tidak mampu, dan mengklasifikasikan
masyarakat yang memerlukan bantuan.

Sasaran pengembangan Kkebijakan, strategi dan program
jaminan sosial harus bertumpu pada sasaran individu, keluarga dan
komunitas yang dikategorikan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS),
sehingga dapat memperkuat ketahanan sosial masyarakat dalam
mencegah terjadinya masalah sosial, menanggulangi masalah sosial,
dan melindungi kelompok rentan di lingkungannya.

15 H.Lampert, loc. cit. hIm. 154,
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Sasaran kebijakan, strategi dan program jaminan sosial yang
demikian akan memampukan individu, keluarga dan komunitas
yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup
dan kemaslahatannya (quality of life and wellbeing). Oleh karena
itu, pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk peningkatan
kualitas hidup dan kesejahteraan sosial, tidak hanya dibebankan
kepada masyarakat, tetapi juga menjadi kewajiban negara. Negara
berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar, terutama pendidikan
dasar, pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesejahteraan
sosial, mengingat selalu ada individu, keluarga, kelompok atau
komunitas yang miskin, rentan atau mengalami masalah sosial
karena memiliki hambatan fungsi sosial.

Sistem jaminan sosial yang dapat mendukung ketahanan sosial
antara lain adalah program asuransi sosial (social insurance) dan
bantuan sosial (social assistance), juga dapat dipandang sebagai
dimensi pembangunan sosial dalam membantu masyarakat secara
lebih adil, efisien dan berkelanjutan. Peran dan tanggung jawab
pemerintah dan masyarakat secara proporsional dan jelas posisinya,
akan menghasilkan sistem pelindungan sosial (social protection)
sebagai basis dalam pembangunan yang berkelanjutan (sustainable
development).
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BAB VI
PENUTUP

Salah satu komponen penting dalam pembangunan sosial

adalah.menvelenegearakan_sistem ‘s@smee sosial sebagdl bentuk

kewajiban pemerintah untuk melindungi warga negaranya dari

risiko yang muncul akibat perubahan sosial. Dewasa ini, persamaan

hak dan keadilan telah menjadi isu yang mendominasi dalam

menentukan kebijakan ekonomi yang sejalan dengan pembangunan

sosial. Pembangunan sosial harus ditujukan untuk mensukseskan

pembangunan ekonomi, dan sebaliknya pembangunan ekonomi

harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial.

Pembangunan sosial juga tidak menolak pertumbuhan, karena

pembangunan tanpa pertumbuhan bukan pembangunan, akan tetapi

pertumbuhan tidak boleh mengorbankan manusia dan kelestarian

lingkungan, bahkan sebaliknya harus meningkatkannya. Upaya-

upaya yang dapat dilakukan melalui jaminan sosial, diantaranya:

1) pemberdayaan masyarakat;

2) bantuan sosial;

3) pembangunan sarana dan prasarana sosial;

4) menyelenggarakan asuransi sosial di bidang kesehatan;

5) menyelenggarakan asuransi sosial di bidang pendidikan;

6) menyelenggarakan asuransi kecelakaan; dan

7) tunjangan pensiun.

Pembangunan sistem jaminan sosial harus merupakan komitmen
pemerintah dalam melakukan pembangunan yang berpihak kepada
rakyat. Keadilan masyarakat harus selalu dipertimbangkan dalam
melakukan suatu pembangunan. Pembangunan itu harus dirasakan
oleh seluruh bangsa Indonesia, tanpa ada keberpihakan kepada
kelompok-kelompok tertentu. Memang hal ini tidaklah mudabh,
karena menyangkut berbagai kebijakan dari berbagai sektor.
Namun yang terpenting, jika political will pembangunan adalah
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kesejahteraan hal ini bukanlah suatu permasalahan karena dengan

sendirinya apapun kebijakan yang diambil akan menggunakan

pendekatan kesejahteraan. Pendekatan kesejahteraan ini perlu
didukung oleh pembangunan berkelanjutan yang menciptakan
ketahanan masyarakat, yaitu:

1) responsif (social responsive) terhadap kebutuhan dan aspirasi
masyarakat miskin;

2) dapat diandalkan (social reliable) yang ditunjukkan oleh
penyelenggaraan yang efisien dari apa yang diharapkan dengan
dibangunnya modal sosial; dan

3) melahirkan masyarakat yang mempunyai ketahanan sosial
(social resilient) terhadap situasi yang berisiko, guncangan,
darurat, krisis, tekanan sosial budaya, ekonomi dan politik.
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BP]S KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
(Sebuah Analsisis Penyelenggaraan
Program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia)

oleh: Hartini Retnaningsih’

BABI
PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kesejahteraan
masyarakat, di mana kondisi kesehatan yang baik akan menjadi
sarana menuju terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Idealnya, kondisi kesehatan masyarakat yang baik akan mencerminkan
kesejahteraan masyarakat yang baik pula, dan sebaliknya kondisi
kesehatan masyarakat yang buruk akan menunjukkan buruknya
kualitas hidup mereka. Kesehatan masyarakat merupakan hal yang
sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga masalah
kesehatan masyarakat perlu menjadi fokus perhatian Pemerintah dalam
setiap langkah penyelenggaraan program-program pembangunan.
Seharusnya kesehatan masyarakat menjadi bagian yang komprehensif
dari pembangunan nasional.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia, dan oleh karenanya
setiap orang berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang
memadai. Hak untuk hidup sehat merupakan bagian dari hak-hak
ekonomi, sosial, dan budaya (hak-hak Ekosob) yang dideklerasikan
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagaimanasf #;emukakan
oleh Bawsir dan kawan-kawan,

“Untuk memperkuat jaminan terlaksananya Deklarasi Hak-Hak

Azasi Manusia itu, maka pada tahun 1966 dirumuskanlah apa yang

Peneliti Madya Bidang Studi Kemasyarakatan (Kepakaran Analisis Dampak
Sosial dan Evaluasi Program) di Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan
Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. e-mail: hartiniretnaning@yahoo.com.
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disebut sebagai Perjanjian Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi,
Sosial, dan Budaya. Pembuatan perjanjian itu dimaksudkan sebagai
penjabaran yang lebih rinci mengenai hak-hak asasi manusia yang
harus dilindungi. Hak-hak itu dijabarkan dalam bentuk pelindungan
dan pengakuan (i) hak atas pangan, (ii) hak atas kepemilikan, (iii) hak
atas pekerjaan. (iv) hak atas pendidikan, (v) hak atas kesehatan, (vi)
hak atas taraf kehidupan yang layak), (vii) hak untuk menikmati dan
mengembangkan ilmu pengetahuan”.!

Hak-hak Ekosob tersebut tentu saja tidak serta-merta selalu
tersedia, sehingga negara sebagai otoritas tertinggi harus senantiasa
berupaya menyediakan fasilitas bagi warganya untuk memenuhi
hak-hak tersebut. Salah satu hak yang vital tersebut adalah hak
masyarakat untuk hidup sehat. Hingga saat ini pemenuhan hak
masyarakat untuk hidup sehat masih menjadi permasalahan besar
di Indonesia, dikarenakan adanya berbagai kendala. Terkait hal ini,
Bawsir dan kawan-kawan mengemukakan,

“Dalam perjanjian internasional itu, disebutkan bahwa pemenuhan

ketujuh hak ekonomi, sosial, dan budaya tersebut adalah tanggung

jawab negara. Artinya sejauh mana hak-hak ini dapat diakses dan
dinikmati oleh masyarakat tergantung dari proses pembangunan tiap-
tiap negara. Oleh karena strategi pembangunan neoliberal di Indonesia
ternyata menghasilkan transformasi struktural yang semu sehingga
berakibat pada kesenjangan dan kemiskinan, maka evaluasi terhadap
pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia mutlak
dilakukan sebagaimana akan diuraikan bab-bab berikut. Tujuan dari
evaluasi ini adalah untuk memberikan masukan bagi perumusan
strategi advokasi hak ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Peran
advokasi ini menjadi dominan dalam perspektif bahwa pembangunan

adalah dialektika hubungan antara negara dan masyarakat di

mana negara adalah otonom terhadap kepentingan masyarakat.

Harapannya dalam melaksanakan pembangunan negara menjadi lebih

inspiratif terhadap tuntutan masyarakat atas pemenuhan hak-hak

asasi, yaitu dengan melaksanakan pembangunan yang lebih berwajah
kemanusiaan atau yang lebih berperasaan”.?

R. Bawsir, et al., Pembangunan Tanpa Perasaan (Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi

Sosial Budaya Orde Baru), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, IDEA, & ELSAM, 1999),
him. 24-25.

z  Ibid, hlm. 25.
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Dalam upaya pemenuhan hak untuk hidup sehat, idealnya
setiap negara memiliki sistem jaminan kesehatan nasional untuk
warganya. Sistem jaminan kesehatan tersebut sangat penting,
karena akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat.
Dalam hal ini diperlukan sistem nasional yang mampu memberikan
layanan dan jaminan kesehatan yang memadai dari negara untuk
masyarakat. Masyarakat harus mendapatkan kemudahan akses
untuk menjaga kesehatan dan mengobati penyakit yang dideritanya.
Penanganan kesehatan masyarakat akan terlaksana dengan baik jika
ada suatu sistem yang mendukungnya, yang penyelenggaraannya
dilakukan melalui program yang terintegrasi secara profesional.
Jika masyarakat mendapatkan layanan dan jaminan kesehatan yang
memadai, riniRa upaya peinnpraaltresiataeraar iradakthrnidahbn

dicapai. Dalam hal ini sistem jaminan sosial nasional merupakan
kunci utama bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji hubungan antara
Program Jaminan Kesehatan Nasional (Program JKN) dan
kesejahteraan masyarakat, dikarenakan hal ini sangat penting,
terlebih dengan diberlakukannya UU No. 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan UU NO. 24 Tahun 2011
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Asumsi yang
dikemukakan adalah, jika UU SJSN dan UU BP]JS diimplementasikan
dengan baik, maka hal tersebut akan membawa dampak jseswee
dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian,
Program JKN seharusnya mempunyai korelasi dan berdampak
positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
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Secara ideal, masalah kesehatan berhubungan positif dengan
kesejahteraan masyarakat, di mana dalam kondisi kesehatan yang
baik maka masyarakat akan sejahtera. Sebaliknya, jika kondisi
kesehatan masyarakat buruk, maka akan terjadi banyak hal yang
kontraproduktif yang pada akhirnya dapat mengurangi rasa
sejahtera mereka. Sebagai ilustrasi, seseorang yang sakit tidak akan
dapat bekerja secara maksimal sehingga dia menjadi tidak produktif
secara sosial dan ekonomi, sehingga berdampak pada rendahnya
kesejahteraan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kesehatan
merupakan kondisi awal yang sangat penting bagi seseorang untuk
hidup dan bekerja secara produktif baik dari sisi sosial maupun dari
sisi ekonomi.

Negara perlu memberikan jaminan bagi masyarakat untuk
mendapatkan haknya berupa kehidupan yang sehat. Oleh karena
itu, makna kesehatan sangat perlu dipahami bukan saja oleh negara,
namun juga oleh masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh
Bawsir dan kawan-kawan,

“Pengertian kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO,
1948) adalah “suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan
dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan”. Dan pada
tahun 1986, WHO dalam Piagam Ottawa untuk Promosi Kesehatan,
juga memberi batasan bahwa kesehatan adalah “sumber daya bagi
kehidupan sehari-hari, bukan tujuan hidup Kesehatan adalah konsep
positif menekankan sumber daya sosial dan pribadi, serta kemampuan
fisik.”

Berdasarkan pengertian tersebut, maka kesehatan sudah pasti
menyangkut kondisi baik fisik maupun nonfisik individu maupun
masyarakat, yang dapat menjadi sumber daya bagi kelangsungan

3 “Pengertian Kesehatan”, http://belajarpsikologi.com/pengertian-kesehatan/,
diakses 15 Mei 2014.
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hidup mereka. Dengan kata lain, jika individu atau masyarakat
mempunyai kesehatan yang baik, maka akan mudah bagi mereka
untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan, yang pada akhirnya
akan berujung pada kesejahteraan.

Menurut Profesor Winslow dari Universitas Yale (Leavel and
Clark, 1958) Kesehatan Masyarakat adalah ilmu dan seni mencegah
penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan
fisik dan mental, dan efisiensi melalui usaha masyarakat yang
terorganisir untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, kontrol
infeksi di masyarakat, pendidikan individu tentang kebersihan
perorangan, pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan,
untuk mendeteksi dini, pencegahan penyakit dan pengembangan
aspek sosial, yang akan mendukung agar setiap orang di
masyarakat mempunyai standar kehidupan yang kuat untuk
menjaga kesehatannya. Sedangkan, Definisi Kesehatan Masyarakat
menurut Ikatan Dokter Amerika, AMA, (1948) adalah ilmu dan seni
memelihara, melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat
melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat.*

Berdasarkan pengertian tersebut, maka kesehatan merupakan
sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kesehatan
merupakan satu bagian dari serangkaian kehidupan yang panjang
pada diri manusia, di mana dengan kondisi kesehatan yang baik
maka kesehatan tersebut akan menjadi modal bagi manusia untuk
menghadapi kehidupannnya baik sebagai individu maupun sebagai
anggota masyarakat. Keberhasilan seseorang dalam menjaga
kesehatan akan berdampak pada keberhasilan aspek-aspek lain
dalam kegiatan-kegiatan hidup mereka.

Menurut Ketentuan Umum Butir 1 UU No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan, “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara
fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap
orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.* Dengan
demikian, kesehatan merupakan titik tolak bagi seseorang untuk
menjalankan aktivitasnya, dengan kondisi kesehatan yang baik maka
orang tersebut akan produktif baik secara sosial maupun ekonomi.
Demikian juga sebaliknya, jika kondisi kesehatan seseorang

4

“Definisi Kesehatan Masyarakat”, http://www.abcmedika.com/2013/09/
definisi-kesehatan-masyarakat.html, diakses 15 Mei 2014.

5 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1 angka 1.
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tidak baik, maka yang bersangkutan tidak akan produktif dalam
menjalankan kegiatan sosial dan ekonominya sehari-hari.

Menurut Ketentuan Umum Butir 7 UU No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan, “Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat
dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya
pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun
rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah,
dan/atau masyarakat. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu
kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang
lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan”.®
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kesehatan dapat diwujudkan
dengan adanya fasilitas yang memadai. Untuk mencapai derajat
kesehatan baik individu mapun masyarakat dibutuhkan fasilitas
kesehatan berupa pelayanan kesehatan baik promotif, preventif,
kuratif maupun rehabilitatif. Pemerintah harus menyediakan
fasilitas tersebut demi menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat yang optimal.

Menurut Ketentuan Umum Butir 13 UU No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan, “Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu
kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit”.”
Pelayanan kesehatan preventif ini dimaksudkan untuk mencegah
agar individu maupun masyarakat tidak terkena penyakit. Pelayanan
ini didasarkan pada prinsip bahwa mencegah lebih baik daripada
mengobati. Jika pelayanan kesehatan preventif ini dapat dilakukan
secara optimal, maka masyarakat akan dapat menjalankan fungsi
sosial dan ekonominya dengan baik, dan pada akhirnya mereka
akan mengalami peningkatan kesejahteraan.

Menurut Ketentuan Umum Butir 14 UU No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan, “Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu
kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan
untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat
penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar
kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin”? Pelayanan
kesehatan kuratif ini dimaksudkan untuk mengobati jika individu
atau masyarakat terpaksa dijangkiti penyakit. Pelayanan jenis ini

S Ibid., Pasal 1 angka 7.
z Ibid., Pasal 1 angka 13.
8 Ibid, Pasal 1 angka 14.
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harus dilakukan demi mengurangi rasa sakit dan menyembuhkan
orang yang terkena penyakit, tentu saja dengan harapan jika sudah
sembuh orang tersebut akan kembali beraktivitas secara produktif.

Menurut Ketentuan Umum Butir 15 UU No. 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan, “Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah
kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan
bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi
lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan
masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya”.?
Pelayanan kesehatan rehabilitatif ini merupakan konsekuensi
lanjutan dari adanya penyakit yang menimpa individu atau
masyarakat. Setelah dilakukan pengobatan pada fase pelayanan
kesehatan kuratif, maka pelayanan kesehatan rehabilitatif ini
dilakukan dalam rangka mengembalikan si penderita agar benar-
benar sembuh dan kembali pulih seperti semula. Dalam kaitannya
dengan kesejahteraan, pelayanan rehabilitatif ini dimaksudkan
untuk mengembalikan kemampuan fungsi sosial dan ekonomi
individu maupun masyarakat sehingga terbuka peluang bagi mereka
untuk meningkatkan kesejahteraan.

Untuk mencapai derajat kesehatan yang baik bagi individu
maupun masyarakat, perlu ada sistem nasional yang komprehensif
yang mampu memberikan layanan dan jaminan kesehatan secara
optimal. Sistem ini menjadi sangat penting di tengah tantangan-
tantangan yang semakin berkembang akibat kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Perkembangan masyarakat ke arah
global yang disertai tingkat konsumerisme yang tinggi juga
mengakibatkan semakin meningkatnya ancaman bagi kesehatan
manusia, sehingga diperlukan antisipasi dan penyelenggaraan
pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa memberatkan masyarakat
secara ekonomi.

Dalam rangka pemenuhan hak masyarakat untuk hidup sehat,
diperlukan keperdulian Pemerintah untuk menyediakan fasilitas
yangdibutuhkan. Pemerintah harus menyediakan layanan kesehatan
yang mudah diakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat
mememenuhi kebutuhan dasarnya yang berupa kesehatan. Dalam
hal ini masyarakat merupakan publik yang harus dilayani oleh
negara. Menurut UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

% Ibid., Pasal 1 angka 15.
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kesehatan termasuk dalam lingkup pelayanan publik. Oleh sebab itu,

khusus pada pelayanan publik ini kewajiban dan tanggung jawab

Pemerintah adalah terjaminnya:

1) Ketersediaan lingkungan, tatanan, fasilitas kesehatan baik
fisik maupun sosial bagi masyarakat untuk mencapai derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya.

2) Ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan
merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya.

3) Ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas
kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya.

4) Pemberdayaan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam
segala bentuk upaya kesehatan.

5) Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu,
aman, efisien, dan terjangkau.

6) Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem
jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.
Pelaksanaan sistem jaminan sosial yang dimaksud ini
dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.'®

Keenam jaminan sebagaimana dikemukakan oleh Notoatmodjo
tersebut perlu menjadi perhatian dan pertimbangan dalam
penyelenggaraan layanan dan jaminan kesehatan oleh Pemerintah.
Tanpa memberikankan perhatian dan pertimbangan yang memadai,
maka kecil kemungkinan harapan masyarakat untuk sehat dapat
dicapai secara maksimal, apalagi upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

Ada berbagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Menurut Notoatmodjo, fasilitas pelayanan kesehatan, menurut jenis
pelayanannnya terdiri atas: 1) Pelayanan kesehatan perorangan;
2) Pelayanan kesehatan masyarakat. Sedangkan fasilitas pelayanan
kesehatan menurut tingkat pelayanan yang dilakukan meliputi:
1) Pelayanan kesehatan tingkat pertama; 2) Pelayanan kesehatan
tingkat kedua; 3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga. '

10 S Notoatmodjo, Etika dan Kesehatan (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 54.
1 Ibid., him. 61-62.
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Dalam konteks jaminan kesehatan nasional apa yang
dikemukakan Notoatmodjo tersebut menunjukkan pentingnya
Pemerintah memberi perhatian kepada masyarakat akan jenis
layanan dan tingkat layanan kesehatan. Dalam hal ini, akan terlihat
seberapa jauh Pemerintah hadir dalam memenuhi layanan kesehatan
bagi masyarakatnya. Untuk mendapatkan akses layanan kesehatan
yang bermutu tinggi maka Pemerintah perlu membuat mekanisme
yang jelas, yang dirasa nyaman bagi masyarakat dan tidak
menyulitkan bagi para dokter dan paramedis. Dengan demikian,
upaya pemenuhan kebutuhan akan kesehatan dapat dicapai secara
maksimal.

Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk kegiatan
dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang
dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Penyelenggaraan upaya kesehatan yang dimaksud dalam hal ini
mencakup:

1) Pelayanan kesehatan;

2) Pelayanan kesehatan tradisional;

3) Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
4) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
5) Kesehatan reproduksi;

6) Keluarga berencana;

7) Kesehatan sekolah;

8) Kesehatan olah raga;

9) Pelayanan kesehatan pada bencana;

10) Pelayanan darah;



Hartini Retnaningsih

Dengan kondisi kesehataan yang prima, diharapkan masyarakat
akan berhasil menjalankan fungsi sosial dan ekonominya, sehingga
dengan demikian akan meningkat pula kesejahteraan hidupnya.

Kesehatan dan kesejahteraan merupakan serangkaian hal
yang komprehensif. Jika kondisi kesehatan masyarakat baik, maka
kesejahteraan pun akan mengikutinya. Oleh karena itu, diperlukan
program pembangunan yang komprehensif dan saling bersinergi
di bidang kesehatan. Menurut Rachmat, pembangunan kesehatan
adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa
yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi
bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara
sosial dan ekonomis. (Butir 7 SKN 2012)." Dengan demikian,
kondisi kesehatan merupakan kunci penting bagi pembangunan, di
mana sumber daya manusia yang sehat akan menjadi sumber daya
manusia yang produktif dalam proses pembangunan. Dalam diri
sumber daya manusia yang produktif tersebut terdapat harapan
akan terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Kesehatan, RPJPN 2005-2025 meliputi: arah, dasar, pelaksanaan,
pengutamaan, pembangunan dan perbaikan gizi. Dalam RPJPK
2005-2025 meliputi: dasar, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi,
upaya pokok (Butir 4 dan 13 SKN 2012)."*

SKN 2012 adalah pengelolaan keadaan yang diselenggarakan
oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan
saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya (Pasal 1, 2 SKN 2012). Menurut
buku Sejarah Pembangunan Kesehatan Indonesia Periode 1997-
2009, SKN ini merupakan dasar-dasar filsafat pembangunan
kesehatan.’> Dengan demikian, sistem kesehatan nasional akan
menjadi pedoman bagi penyelenggaraan layanan dan jaminan
kesehatan bagi masyarakat.

13 R. H. Rachmat, Percepatan Pembangunan Kesehatan di Indonesia
(Melandaskan pada Paradigma Sehat dan Pemikiran Dasar Pembangunan
Kesehatan) (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013), him. 8.

W Ibid.

5 Ibid.
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Dasar pembangunan kesehatan adalah norma, nilai kebenaran,
dan aturan pokok yang bersumber dari falsafah dan budaya bangsa
Indonesia, yang dipergunakan sebagai landasan untuk berpikir dan
bertindak dalam pembangunan kesehatan. Dasar ini merupakan
bagian penting dari Pemikiran Dasar Pembangunan Kesehatan, yang
meliputi pemikiran yang mendasar mengenai: 1) Arah; 2) Dasar; dan
3) Pelaksanaan Pembangunan Kesehatan (UU No. 17 Tahun 2007
tentang RPJPN 2005—2025). Dasar-dasar tersebut meliputi:

1) Dasar perikemanusiaan;

2) Dasar pemberdayaan dan kemandirian;

3) Dasar adil dan merata; dan

4) Dasar pengutamaan yang bermanfaat (Pasal 7 SKN 2012).16

Dengan demikian, praktik penyelenggaraan layanan dan
jaminan kesehatan perlu memperhatikan pemikiran-pemikiran
dasar tersebut, di mana Pemerintah perlu mengaitkan pemikiran-
pemikiran dasar tersebut dengan profesionalisme para petugas
yang bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat.

Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional perlu
didukung oleh pelaksanaan pembangunan kesehatan. Menurut
Rachmat, pelaksanaan pembangunan kesehatan: 1) Pengelolaan
kesehatan dilakukan secara berjenjang di pusat dan daerah dengan
memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang
kesehatan (Pasal 2 SKN 2012); 2) SKN dilaksanakan oleh pemerintah,
pemerintah daerah, dan atau masyarakat (Pasal 4 SKN 2012); dan
3) Untuk meningkatkan akselerasi dan mutu pelaksanaan SKN,
pembangunan kesehatan harus berlandaskan pada pemikiran dasar
pembangunan kesehatan (Pasal 7 SKN 2012)."” Dengan demikian,
dari sisi pemerintahan maka pembangunan kesehatan harus
dilakukan secara terpadu dan saling bersinergi antara Pemerintah
Pusat dan Daerah, karena tanpa koordinasi yang baik maka
pembangunan kesehatan masyarakat di era otonomi daerah ini sulit
akan mencapai hasil yang maksimal.

Berdasarkan SKN 2012, maka pembangunan kesehatan
dilaksanakan melalui penguatan pengelolaan kesehatan:

16 Ibid.
7 Ibid., him. 9.
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guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya.'®

Dengan demikian, pembangunan kesehatan merupakan
serangkaian kerja yang panjang yang harus dilakukan secara serius
oleh pemerintah melalui kementerian dan lembaga-lembaga terkait
yang ada di bawahnya.

Untuk mencapai masyarakat Indonesia yang sehat jasmani
dan rohaninya, maka perlu dilakukan implementasi kebijakan
kesehatan yang komprehensif. Dalam hal ini diperlukan koordinasi
yang baik antarlembaga terkait, serta evaluasi dan monitoring yang
berkesinambungan. Evaluasi harus senantiasa dilakukan terhadap
berbagai kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam implementasi
kebijakan kesehatan. Menurut Rachmat, dalam manajemen dan
perencanaan kebijakan pembangunan kesehatan masalah yang
penting dan sering dihadapi serta perlu diatasi terutama adalah:

1) Lemahnya sinergisme dalam manajemen dan penyusunan
kebijakan di tingkat pusat dan daerah.

2) Sukarnya mengubah ‘mind-set’ yang sudah tidak sesuai lagi
dalam pembangunan kesehatan.

3) Lemahnya kemauan dan kemampuan menyusun rencana
kebijakan atau strategi yang bersifat makro dan berjangka
panjang.

4) Kurang kuatnya memahami berbagai metode perencanaan
pembangunan kesehatan.'’

Sedangkan dalam perencanaan pembangunan kesehatan secara
xeseluruhan, pada umumnya masalah yang dihadapi adalah:

1) Kurang mampunyamenyusun rencana pembangunan kesehatan
yang baik.

2) Pembinaan atau manajemen perencanaan pembangunan
kesehatan pada umumnya masih lemah. Interaksi antara Dinas
Kesehatan dan Bappeda di berbagai daerah masih terbatas,
terutama dalam menyusun RPJMD dan RP]PD.

3) Terbatasnya sumber daya manusia yang dapat menunjang
upaya perencanaan pembangunan kesehatan.

% Ibid.. hlm. 14-15.
¥ Ibid,, him. 205-206.
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4) Pengembangan yang bertujuan meningkatkan mutu dari
perencanaan pembangunan kesehatan masih lemah.?

Oleh karena itu, diharapkan kebijakan pembanguan kesehatan
benar-benar dapat menjaring aspirasi dan kemudian memenuhi
kebutuhan masyarakat terkait kesehatan.

Sistem kesehatan nasional memiliki rentang layanan dari
pusat hingga ke daerah, di mana fasilitas kesehatan di tingkat
primer memiliki peran yang sangat penting dalam pemenuhan hak
atas kesehatan masyarakat. Dalam hal ini Puskesmas di berbagai
wilayah Indonesia mempunyai peran strategis dalam pembangunan
kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Menurut Farich, ada tiga
fungsi utama Puskesmas, yaitu:

1) Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;
2) Pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
3) Pusat pelayanan kesehatan tingkat dasar.?!

Dalam kaitannya dengan program JKN, maka Puskesmas perlu
terus memperkuat diri untuk memberikan layanan yang terbaik
bagi masyarakat.

Berdasarkan Konferensi Promosi Kesehatan Internasional di
Ottawa tahun 1986, promosi kesehatan adalah suatu proses untuk
memampukan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan
kesehatan mereka. Dengan kata lain, promosi kesehatan adalah
upaya yang dilakukan terhadap masyarakat sehingga mereka
“mampu dan mau” untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan mereka sendiri, hingga mencapai derajat kesehatan yang
sempurna baik fisik, mental maupun sosial, mampu mewujudkan
aspirasinya, kebutuhannya dan mampu mengubah atau mengatasi
lingkungannya.?

Kemampuan masyarakat sebagaimana dikemukakan di
atas merupakan bagian dari proses pemberdayaan masyarakat
untuk mencapai derajat kesehatan yang maksimal, sehingga pada
akhirnya mereka mampu beraktivitas baik secara sosial maupun
ekonomi. Ketika masyarakat mampu menjalankan fungsi sosial dan

20 Jbid.. hlm. 206.

2 A, Farich, Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Yogyakarta: Gosyen
Publishing, 2012), him. 47.

2 |bid., him. 84.
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ekonominya secara maksimal, maka kesejahteraan mereka akan

meningkat.

Lima komponen utama dalam Promosi Kesehatan berdasarkan

Piagam Ottawa yaitu:

1) Membangun kebijakan publik berwawasan kesehatan (Build
Public Healthy Policy) - Para pengambil kebijakan harus
mempertimbangkan dampak kesehatan dari setiap kebijakan
yang dibuatnya.

2) Menciptakan lingkungan yang mendukung (Create Supportive
Environment) - Menciptakan suasana lingkungan yang
mendukung sehingga masyarakat termotivasi untuk melakukan
upaya yang positif bagi kesehatan.

3) Memperkuat gerakan masyarakat (Strengthen Community
Action) - Agar lebih berdaya dalam upaya mengendalikan
faktor-faktor yang memengaruhi kesehatan.

4) Mengembangkan ketrampilan individu (Develop Personal Skill).

5) Reorientasi pelayanan kesehatan (Reorient Health Service) -
agar lebih mengutamakan promotif dan preventif.2?

Upaya penyelenggaraan Program JKN tak lepas dari berbagai
kendala dan tantangan di lapangan, terutama terkait perkembangan
masyarakat. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat ikut
andil dalam menentukan sukses dan tidaknya pelaksanaan JKN bagi
masyarakat. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam pelayanan
kesehatan bagi masyarakat adalah faktor masyarakat atau konsumen.
Dalam hal ini masyarakat adalah konsumen yang harus diperhatikan
hak-haknya dalam pelayanan kesehatan. Terkait dengan tantangan
perubahan sosial, Sudarma mengemukakan bahwa kompetensi yang
harus dikembangkan supaya pelayanan kesehatan Indonesia dapat
berkembang dengan baik adalah, nilai lebih dari pelayanan kesehatan
itu yang mampu memberikan kepuasan pada pelanggan. Mau tidak
mau, seorang tenaga medis harus secara empiris mengakui bahwa
yang dilakukannya selama ini adalah memberikan jasa pelayanan
kesehatan kepada masyarakat di mana masyarakat berposisi sebagai
konsumen atau pelanggan kesehatan.?

#  Ibid., hlm. 90.

# M. Sudarma, Sosiologi untuk Kesehatan (Jakarta: Salemba Medika, 2008), hlm.
100.
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MenurutPasal 1 Butir2UU No.8 Tahun 1999 tentang Pelindungan
Konsumen, “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/
atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan
diri sendiri, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang tidak untuk
diperdagangkan”.”* Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seluruh
masyarakat Indonesia sebagai peserta asuransi sosial atau peserta
BPJS merupakan konsumen yang harus dipenuhi hak-haknya.

Menurut Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan
Konsumen, hak konsumen adalah:

1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
konsumsi barang dan/atau jasa;

2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

3) Hakatasinformasiyang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa;

4) Hakuntuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/
atau jasa yang digunakan;

5) Hak untuk mendapatkan advokasi, pelindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa pelindungan konsumen secara patut;

6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif;

8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya.?®

Terkait dengan Program JKN, hak-hak masyarakat sebagai
peserta Asuransi Sosial BPJS perlu diperhatikan. Dalam hal ini
BPJS harus memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan
dalam pelayanan kesehatan. BPJS sebagai badan penyelenggara
jaminan sosial juga harus memberikan informasi yang jelas
tentang layananannya. BPJS harus siap menerima masukan-
masukan masyarakat terkait pelayanannya dan berupaya untuk

3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, Pasal 1 angka 2.
%6 Jbid., Pasal 4.
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memperbaiki kekuarangan-kekurangannya di masa mendatang.
BPJS perlu mensosialisasikan program dan mekanisme layanannya
kepada masyarakat, sehingga layanan kesehatan dapat mudah
diakses oleh masyarakat dari segala tingkatan. BPJS harus bekerja
secara profesional dan memberikan layanan sesuai prosedur yang
ditetapkan tanpa diskriminasi kepada masyarakat yang dilayani.
BPJS harus bertindak profesional dan menyediakan kompensasi
bagi malpraktik yang terjadi.

Kesehatan merupakan bagian dari kesejahteraan masyarakat,
di mana kondisi kesehatan yang baik akan membawa dampak
peningkatan kesejahteraan. Menurut Midgley yang dikutip Huda,
kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang memenuhi tiga
syarat utama:
1) Ketika masalah sosial dapat dikelola dengan baik;
2) Ketika kebutuhan terpenubhi;
3) Ketika peluang-peluang terbuka secara maksimal.?’

Berdasarkan konsep ini, maka kesejahteraan masyarakat akan
meningkat jika Porgram JKN dapat diselenggarakan dengan sukses,
di mana BP]S sebagai lembaga penyelenggara dapat menjalankan
tugas dan fungsinya secara optimal berdasarkan mekanisme yang
telah ditetapkan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat akan
terjadi ketika kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan dapat
dipenuhi dengan baik oleh BPJS, dengan profesionalisme yang tinggi
beserta segenap potensi yang dimilikinya.

Upaya peningkatan Kkesejahteraan dimaksudkan untuk
kepentingan meninggikan derajat hidup manusia atau warga negara
dalam konteks kenegaraan. Oleh karena itu, upaya peningkatan
kesejahteraan perlu terus dilakukan dengan segenap usaha serta
komitmen yang tinggi, agar tidak terjadi kondisi yang sebaliknya.
Menurut Titmuss yang dikutip Huda, lawan dari kesejahteraan
adalah ‘social illfare’ (ketidaksejahteraan sosial). Apabila salah satu
syarat di atas tidak terpenuhi, hal itu dapat menyebabkan ‘social
illfare’ dalam masyarakat.?® Dengan demikian, negara harus selalu
berupaya memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat,

¥ M. Huda, Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), him. 72.
28 Ibid., hlm. 72-73.
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termasuk dalam hal kebutuhan hidup sehat, agar masyarakat
mencapai ‘welfare’ dan bukan fllfare’.

Menurut Zastrow yang dikutip Huda, kesejahteraan sosial pada
dasarnya dapat dipahami sebagai sebuah institusi (institution)
dan sebagai sebuah disiplin akademik (academic discipline).
Sebagai sebuah institusi, kesejahteraan sosial dapat dipahami
sebagai program pelayanan maupun pertolongan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat. Sedangkan sebagai sebuah disiplin
akademik, kesejahteraan sosial mengacu pada suatu studi terhadap
lembaga, program, maupun kebijakan yang fokus pada pelayanan
kepada masyarakat.?’ Dalam hal ini BPJS dapat dipahami sebagai
sebuah institusi untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat
dalam mengakses layanan kesehatan, dan Program JKN sebagai
sarananya.

#®  Ibid., hlm. 74.
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PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Pemerintah merupakan bagian dari negara yang bertugas
menyelenggarakan jaminan sosial termasuk di bidang kesehatan
kepada masyarakat. Program JKN merupakan kebijakan sosial
yang telah ditetapkan berdasarkan UU SJSN dan diselenggarakan
berdasar UU BPJS. Program JKN merupakan upaya implementasi
jaminan sosial nasional di bidang kesehatan, yang dimaksudkan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bidang
kesehatan. Alasan logisnya adalah, masyarakat berhak hidup sehat
untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Program JKN
diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali,
sebagai pertanggungjawaban negara kepada masyarakat atas
pemenuhan hak untuk hidup sehat dan sejahtera.

Mulai 1 Januari 2014 Pemerintah mengimplementasikan
Program JKN yang merupakan amanat dari UU S|SN dan UU BP]JS.
Dengan program JKN yang berlaku secara nasional ini diharapkan
akan terwujud pelayanan dan jaminan kesehatan yang berkualitas
tinggi bagi masyarakat. Dengan program KN, diharapkan masyarakat
akan menjadi sehat dan produktif sehingga mampu meningkatkan
kesejahteraannya.

Program JKN diselenggarakan berdasarkan regulasi negara
yang dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut
Nugroho, keberadaan suatu regulasi berkenaan dengan dua prinsip.
Prinsip pertama adalah nececity of the service. Prinsip kedua adalah
monopoly, yang pada dasarnya merupakan target utama dari
dibentuknya regulasi dalam komisi regulasi. Kebijakan regulasi
disarankan untuk didasarkan pada empat isu, yaitu:

1) Berkenaan dengan hajat hidup orang banyak (necessity public
needs and interest).

2) Monopoli atau oligopoli yang keduanya bersifat alami.

3) Berbasis alokasi kekayaan negara (national economic assets).
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4) Berkenaan dengan keselamatan negara.®

Berdasarkan konsep Nugroho tersebut, Program JKN jelas
memenuhi hajat hidup orang banyak, karena memberikan jaminan
kesehatan kepada masyarakat tanpa kecuali. Monopoli maupun

. . . . ~ - inie
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b.

mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/
atau jasa;

meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,
menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
menciptakan sistem pelindungan konsumen yang mengandung
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses
untuk mendapatkan informasi;

menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
pelindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha;

meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen”.?

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakatterkaitpentingnya
kesehatan diri dan pelayanan kesehatan menjadi sangat penting.
Pemerintah melalui Kemenkes perlu mensosialisasikan pentingnya
hidup sehat dan pentingnya memahami layanan BPJS Kesehatan
kepadamasyarakat. Dan bagi BPJS Kesehatan sendirisebagailembaga
yang bertugas dan bertanggung jawab menyelenggarakan jaminan
kesehatan bagi masyarakat, perlu menjaga profesionalismenya
agar mendapat kepercayaan dari masyarakat. Dengan demikian
diharapkan, BP]S Kesehatan akan dapat menjadi lembaga pelayanan
kesehatan yang baik bagi masyarakat, dan Program JKN akan
berhasil dilksanakan secara optimal.

3 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen, Pasal 3.
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HARAPAN DAN KENYATAAN

Apakah upaya pemenuhan hak untuk hidup sehat berdampak
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat? Bagaimana sistem
pelayanan kesehatan dapat memberikan rasa puas, aman dan
nyaman sehingga masyarakat dapat konsentrasi untuk melakukan
tugas dan fungsinya sebagai warga negara yang merupakan bagian
dari pembanguan yang berkelanjutan?

Secara formal, Indonesia telah memiliki sistem kesehatan nasional
sejak 1982, yang disebut Sistem Kesehatan Nasional (SKN 1982).
Sistem tersebut kemudian direvisi dan ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Kesehatan RI No. 131.MenKes/SK/11/2004. Revisi dilakukan
karena SKN 1982 dinilai tidak relevan lagi akibat perubahan iklim
politik di Indonesia serta diterapkannya otonomi daerah. Menurut SKN
2004, yang dimaksud SKN adalah suatu tatanan yang menghimpun
berbagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling
mendukung, guna menjamin derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti yang dimaksud
UUD 19453* Sistem Kesehatan yang terus disempurnakan sesuai
tuntutan perkembangan permasalahan kesehatan tersebut merupakan
panduan bagi penyelenggaraan layanan dan jaminan kesehatan bagi
masyarakat. Pada masa otonomi daerah seperti saat ini, Pemerintah
Daerah mempunyai peran dan tanggung jawab yang lebih besar atas
penyelenggaraan layanan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Pemerintah pusat hanya mendorong terselenggaranya layanan dan
jaminan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Dengan demikian
berhasil atau tidaknya penyelenggaraan layanan dan jaminan kesehatan
akan sangat tergantung pada kemampuan Pemerintah Daerah.

Hingga saat ini masih banyak permasalahan yang menjadi
kendala dalam penyelenggaraan layanan dan jaminan kesehatan,

3 W, Adisasmito, Sistem Kesehatan (Jakarta: Rajawali Press, 2007), him. 13-17.
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yang pada akhirnya dapat mengganggu proses pembangunan

kesehatan. Sebagaimana dikemukakan oleh Adisasmito, beberapa

permasalahan yang terkait erat dengan pembangunan kesehatan di

Indonesia adalah sebagai berikut:

1) Disparitas status kesehatan.

2) Beban ganda penyakit.

3) Kinerja pelayanan kesehatan yang rendah.

4) Perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih
dan sehat.

5) Rendahnya kondisi kesehatan lingkungan.

6) Rendahnyakualitas, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan
kesehatan.

7) Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata.

8) Rendahnya status kesehatan penduduk miskin.?

Hal tersebut perlu menjadi pertimbangan untuk perbaikan
kesehatan Indonesia ke depan, di mana perlu dilakukan evaluasi dan
perbaikan terkait permasalahan-permasalahan yag menyangkut:
disparitas status kesehatan; beban ganda penyakit; kinerja
pelayanan kesehatan; pola hidup bersih dan sehat; kesehatan
lingkungan; kualitas, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan
kesehatan; tenaga kesehatan dan distribusinya; dan rendahnya
status kesehatan penduduk miskin.

Era otonomi daerah menuntut berbagai perubahan di berbagai
aspek kehidupan bernegara, salah satunya adalah dalam hal
pengelolaan kesehatan. Menurut Adisasmito, dengan diberlakukannya
otonomi daerah, maka perlu dikembangkan Sistem Kesehatan Daerah
(SKD) yang merupakan bagian integral dari sistem Sistem Kesehatan
Nasional (SKN). SKD menguraikan secara spesifik unsur-unsur upaya
kesehatan, pembiayaan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan
manajemen kesehatan sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.
SKD merupakan acuan bagi berbagia pihak dalam penyelenggaraan
pembangunan kesehatan di daerah® Dengan adanya Sistem
Kesehatan Daerah, maka penyelenggaraan layanan kesehatan dan
jaminan sosial akan dapat dilakukan secara lebih fokus dan rinci
sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat daerah masing-masing.

% Ibid., hlm. 7.
% Ibid., hlm. 20.
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Menurut Wiludjeng (2006), beberapa fungsi SKD dapat
digunakan sebagai:

1) Acuanbagisetiap individu maupun kelompok atau lembaga yang
terkait dengan kesehatan dalam penyelenggaraan kebijakan,
program, maupun kegiatannya.

2) Pedoman dan arahan penyelenggaraan pembangunan
kesehatan serta pembangunan kesehatan serta pembangunan
berwawasan kesehatan.

3) Sistem terbuka yang berinteraksi dengan berbagai sistem
lainnya, bersifat dinamis, dan selalu mengikuti perkembangan.?”

Dengan demikian, Sistem Kesehatan Daerah dapat menjadi
panduan yang sangat relevan dalam upaya memberikan layanan dan
jaminan kesehatan masyarakat daerah, dalam rangka membangun
masyarakat Indonesia yang sehat secara jasmani dan rohaninya.

Setiap upaya kesehatan membutuhkan langkah-langkah
yang tepat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam
hal ini diperlukan peran serta berbagai pihak demi terciptanya
penyelenggaraan sistem kesehatan yang komprehensif bagi
masyarakat. Menurut SKN 2004, pelaku penyelenggaraan sistem
kesehatan dalam pembangunan kesehatan adalah sebagai berikut:
1) Masyarakat, meliputi tokoh masyarakat, masyarakat madani,

lembaga swadaya masyarakat, media massa, organisasi
profesi, akademisi, para pakar, serta masyarakat luas termasuk
swasta yang berperan dalam advokasi, pengawasan sosial, dan
penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan sesuai dengan
bidang keahlian dan kemampuan masing-masing.

2) Pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi,
maupun pemerintah kabupaten/kota yang berperan sebagai
penanggung jawab, penggerak, pembina, dan pelaksana
pembangunan kesehatan dalam lingkup wilayah kerja dan
wewenang masing-masing. Untuk pemerintah pusat, peranan
tersebut ditambah dengan menetapkan kebijakan, standar, dan
pedoman pembangunan kesehatan dalam lingkup nasional, yang
dipakai sebagai acuan dalam menyelenggarakan pembangunan
kesehatan daerah.

3 Ibid., hlm. 21.
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3) Badan legislatif, meliputi badan legislatif di pusat maupun
daerah, yang berperan melakukan persetujuan anggaran
dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan
kesehatan, melalui penyusunan produk-produk hukum dan
mekanisme kemitraan antara eksekutif dan legislatif.

4) Badan yudikatif, berperan menegakkan pelaksanaan hukum

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang
kesehatan.®®

Untuk mencapai keberhasilan upaya penyelenggaraan
kesehatan maka keempat pihak tersebut perlu dapat berkoordinasi
dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka dapat menjalankan peran
dan fungsi masing-masing secara tepat dan optimal.

Dalam penyelenggaraan Sistem Kesehatan Nasional diperlukan
sumber daya manusia yang handal di bidangnya. Menurut SKN 2004,
SDM Kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya
perencanaan, pendidikan, dan pelatihan serta pendayagunaan
tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung, guna
menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-
tingginya.*® Sedangkan tenaga kesehatan menurut SKN 2004 adalah
semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional di bidang
kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun
tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan upaya kesehatan.*

Sumber daya manusia di bidang kesehatan mempunyai peran
yang strategis dalam penyelenggaraan layanan dan jaminan
kesehatan bagi masyarakat, oleh karena itu diperlukan sumber daya
manusia yang berkualitas tinggi dan profesional dalam bidangnya.

Berbicara tentang penyelenggaraan layananan kesehatan dan
jaminan kesehatan bagi masyarakat saat ini, tak lepas dari konteks
kebijakan otonomi daerah yang telah berlangsung beberapa tahun
lalu. Menurut Adisasmito, tujuan desentralisasi di bidang kesehatan
berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 004/MENKES/
SK/1/2003 adalah mewujudkan pembangunan nasional di bidang
kesehatan yangberlandaskan pada prakarsa danaspirasi masyarakat
dengan cara memberdayakan, menghimpun, dan mengoptimalkan

3 Jbid., hlm. 85-86.
3 Ibid., him. 124.
% Ibid., hlm. 124.
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potensi daerah untuk kepentingan daerah dan prioritas nasional

dalam mencapai Indonesia Sehat 2010.*

Dalam era otonomi daerah, keberhasilan penyelenggaraan
sistem kesehatan nasional akan sangat tergantung pada
penyelenggaraan sistem kesehatan daerah. Oleh karena itu, sistem
kesehatan di dua jenjang pemerintahan tersebut harus saling
mendorong dan bersinergi. Menurut Adisasmito, untuk mencapai
tujuan desentralisasi di bidang kesehatan, ditetapkan delapan
kebijakan desentralisasi bidang kesehatan, yaitu:

1) Desentralisasi bidang kesehatan dilaksanakan dengan
memerhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta
potensi dan keanekaragaman daerah.

2) Pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan didasarkan pada
otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.

3) Desentralisasi bidang kesehatan yang luas dan utuh diletakkan
di kabupaten dan kota, sedangkan desentralisasi bidang
kesehatan di provinsi bersifat terbatas.

4) Pelaksanaan desentralisasi bidang kesehatan harus sesuai
dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan
yang serasi antara pusat dan daerah serta antardaerah.

5) Desentralisasi bidang kesehatan harus lebih meningkatkan
kemandirian daerah otonom. Pemerintah pusat berkewajiban
memfasilitasi pelaksanaan pembangunan kesehatan daerah
dengan meningkatkan kemampuan daerah dalam pengembangan
sistem kesehatan dan manajemen kesehatan.

6) Desentralisasi bidang kesehatan harus lebih meningkatkan
peran dan fungsi badan legislatif daerah, baik dalam hal fungsi
legislasi, pengawasan, maupun fungsi anggaran.

7) Sebagai pelengkap desentralisasi bidang kesehatan,
dilaksanakan pula dekonsentrasi bidang kesehatan yang
diletakkan di daerah provinsi sebagai wilayah administratif.

8) Untukmendukungdesentralisasibidangkesehatandimungkinkan
pula dilaksanakan tugas pembantuan di bidang kesehatan,
Khususnya dalam hal penanggulangan kejadian luar biasa,
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